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Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
adalah sebagai berikut: 
Arab Indonesia Arab Indonesia 
ا  ` ط t} 
ب B ظ z} 
ت T ع ‘ 
ث Th غ gh 
ج J ف f 
ح h} ق q 
خ Kh ك k 
د D ل l 
ذ Dh م m 
ر R ن n 
ز Z و w 
س S ـه h 
ش Sh ء , 
ص s}} ى y 
ض  d}   
Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987). 
Untuk menunjukan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan 
menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti a>, i>, dan u> ( ا ,ي dan  
و)<. Bunyi hidup dobbel (dipothong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 
dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwa>mah. Kata yang berakhiran ta>’ 
marbu>t}ah dan berfungsi sebagai s}ifah (modifier) atau mud{a>f ilayh ditranliterasikan 
denga “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mud}daf ditranliterasikan dengan 
“at”. 







































Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan persepsi 
masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang batas usia 
kawin dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Studi Sosiologi Max 
Weber. Dan pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown dalam beberapa 
submaslah atau rumusan masalah, antara lain: 1) Bagaimana persepsi masyarakat 
Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas 
usia kawin? 2)  Bagaimana pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat 
Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah? 3) Bagiamana 
pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam sosiologi? 
Penelitian ini tergolong (Field Research Kualitatif), dalam menjawab 
permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
dokumentasi, observasi dan interview atau wawancara. Dan selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptf analisis dengan pola pikir induktif yaitu 
mengemukakan data secara khusus kemudian dianalisis dengan menggunakan 
teori secara umum baik dengan menggunakan Undang-undang Perkawinan No. 1 
tahun 1974, juga dengan terori sosiologi Max Weber (tindakan sosial). 
Hasil dari penelitian mengungkap dua persepsi tokoh agama masyarakat 
tentang batas usia kawin. 1) pembatasan usia kawin dalam Undang-undang 
bersifat ijtihadiah didasarkan kepada metode mashsalahat mursalah. Jadi lebih 
baik mengikuti peraturan Undang-undang tersebut guna untuk kemaslahatan 
keluarga, keculai dalam hal lain yang bersifat kasuistik seperti married by 
accident. 2) persepsi yang lebih cenderung tidak setuju dengan pembatasan usia 
kawin. Yang mana dalam pandangan ini lebih didominasi kepada pemahan fikih 
klasik. Selagi memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam 
syar’iat islam dan perkawinan di anggap sah oleh agama guna untuk mengindari 
hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam pelaksanaan persepsi batas usia 
kawin masyarakat tersebut hanya melakukan perkawinan dengan ketentuan dan 
upacara agama saja, meskipun sebagian masyarakat telah melaksanakan sesuai 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Adapun faktor yang mempengaruhi 
terjadinya perkawinan dibawah usia antara lain: Faktor Internal antara lain: faktor 
orang tua, kemauan sendiri, dan faktor kecelakaan (Married by accident). 
Sedangkan faktor eksternal antara lain: faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, 
faktor tradisi keluarga, dan kebiasan atau adat istiadat msyarakat. Dari hasli 
analisis yang termasuk dalam tindakan rasional instrumental adalah faktor orang 
tua, faktor kemanuan sendiri, dan faktor ekonomi. Tindakan Rasional Nilai faktor 
pemahaman agama, faktor kemauan sendiri yang kedua dan faktor kecelakaan 
(Married by accident), Tindakan Afektif adalah faktor kemauan sendiri, dan yang 
termasuk dalam tradisi keluarga dan kebiasaan atau adat istiadat. Dan dari 
tindakan tersebut terdapat dua impliksi, yaitu positif dan negative bagi pelaku 
perkawinan dibawah usia.  


































The main problem in this research is about the implementation of the 
community perception of Karas Village, Sedan Sub-district, Rembang Regency 
on the age limit of marriage in Marriage Law No. 1 1974 (Sociology Max Weber). 
And the subject matter is further broken down in some sub-topic or formulation of 
the problem, they are: 1) How is the public perception Karas Village District of 
Sedan Rembang in Central Java on marriage age limit? 2) How is the 
implementation of the perception of the marriage age limit of Karas Village, 
Sedan District, Rembang Regency, Central Java? 3) How is the implementation of 
the perception of the marriage age limit of Karas Village Sedan District, Rembang 
Regency, Central Java in sociology? 
This research is classified as Qualitative Field Research in answering 
existing problems. The researcher applies data collection techniques through 
documentation, observation, and interview and then analyzed using descriptive 
methods of inductive analysis, that is presenting data specifically then analyzed 
using theory in general both by using Marriage Law No. 1 of 1974 and with Max 
Weber's sociological theory (social action). 
The results of the study revealed two perceptions of community religious 
leaders regarding the marriage age limit. 1) The age limitation for marriage 
according to the Law is ijtihadiah based on the mashsalahat mursalah method. So 
it is better to follow the provisions of the Act to benefit the family, except in other 
cases that are casuistic as married by accident. 2) Perceptions are more likely to 
disagree with age restrictions on marriage which in this view is more dominated 
by classical Jurisprudence. As long as fulfilling the requirements and harmony as 
specified in the Islamic shari'a, marriage is considered legitimate by religion to 
avoid undesirable things. Then in the implementation of the perception of the 
marriage age limit of the community, marriage is only with religious provisions 
and ceremonies, even though some people have carried out the marriage 
according to the provisions stipulated in the Act. The factors that influence the 
occurrence of underage marriages include Internal factors; the parents, self-will, 
and undesirable factors (Married by accident). While external factors include: 
religion understanding, economy, family tradition, and community habits or 
customs. From the results of the analysis included in instrumental rational actions 
are the factors of parents, self-will, and economy. Rational Actions include 
religious value understanding, one's own will and undesirable factor accident 
(Married by accident), Affective Actions include one's own will, and what is 
included in the Traditional action is the family tradition and habits or customs. 
And from these actions, there are two implications for underage marriages, 
namely positive and negative.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan 
mengenal orang lain melalui perilaku manusia tersebut selalu terkait dengan orang 
lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melakukan Sesutu dipengaruhi 
faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma 
masyarakat, dan keinginan mendapat respons positif dari orang lain (pujian).1 
Sebagai makhluk sosial yang dalam arti bahwa manusia tidak bisa seorang 
diri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dikarenakan dalam diri manusia 
ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan 
sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia juga 
memiliki kebutuhan mencari kawan atau teman. Kebutuhan untuk berteman 
dengan orang lain, sering kali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan 
masing-masing. Maka dari itu, sudah menjadi kenyataan bahwa manusia 
diciptakan di dunia ini dengan saling berpasan-pasangan pasangan laki-laki dan 
perempuan, dan manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek 
kehidupannya. Di mana satu dengan yang lain akan saling sayang menyayangi 
dan ingin untuk saling bersama. Dengan adanya laki-laki dan perempuan, dapat 
dimulainya sebuah kebersamaan yang akan timbul menjadi keluarga yaitu untuk 
                                                 
1 Elly M. Setiawan, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, adeisi ketiga, 
(Jakarta: Prenadamediagrup, 2012), 67. 



































membentuk keluarga tersebut laki-laki dan perempuan harus melakukan sebuah 
ikatan yang disebut dengan perkawianan.2 
Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menghindarkan diri 
dari perbuatan maksiat dan gejolak nafsu yang tak terkendali, sehingga dapat 
memelihara diri dari perbuatan zina. Karena pada hakekatnya, tujuan pokok 
diturunkannya Agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan 
menolak kemudlaratan, yang salah satu dari penjabarannya adalah untuk 
memelihara keturunan.3 Maka dari itu, Allah memberikan peringatan keras bagi 
manusia agar menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat 
menjeruskan diri kepada perbuatan yang merusak.4 Sebagaimana telah dijelaskan 
dalam firman Allah pada Q.S At-Tahrim ayat: 6. 
                                   
                         
 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan”.5 
 
Perkawinan itu sendiri mempunya arti ikatan dua orang antara laki-laki 
dan perempuan yang disebut suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk 
keluarga yang kekal dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari 
pernyataan di atas adalah, bahwa pernikahan tidak hanya semata-mata sebagai 
                                                 
2 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, cet 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 176. 
3 Abdul Wahab Khallaf, terj. Ilmu Usul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 200. 
4 Direktorat Jendral masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Membina Keluarga Sakinah, 
(jakarta: t.p, 2003), 21. 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro, 2007), 560. 



































hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi merupakan ikatan yang 
sangat sakral sebagai bentuk nilai kesucian dan instrument ibadah sosial kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.6  Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung 
dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 
berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.7  Pengertian 
lain dari perkawianan adalah sebuah akad yang paling urgen atau ikatan yang 
sangat kuat, seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang 
berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsa>qa>n galidha>n untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”.8   
Dengan demikian, perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (Basic 
Demand) bagi setiap manusia normal. Dalam agama islam perkawinan 
diposisikan sebagai satu hal yang sakral, yang di dalamnya mengandung nilai-
nilai vertikal dan horizontal, hal ini upaya untuk menciptakan kehidupan manusia 
yang beradab dan jauh dari praktek kebinatangan. Maka dari itu perkawinan 
disyari’atkan oleh islam karena merupakan salah satu usaha memelihara 
kemuliaan keturtunan serta akan menjadikan suci kemasyarakatan. Kemudian juga 
kemsyarakatan tersebut terbentuk dari adanya kumpulan keluar-keluarga, 
                                                 
6 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 
53. 
7 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974, psl 1 
8 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2. 



































sedangakan menurut islam, keluarga harus dengan sebuah ikatan pernikahan yang 
sah.9 
Kemudian perkawinan dalam lingkungan peradaban barat maupun non-
barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan 
perempuan yang dilakukan secara formal dan berdasarkan tata cara aturan yang 
berlaku.10 Baik secara yurudis (Undang-undang Hukum Positif) maupun secara 
religius ( aturan agama yang diyakini) yang dilakukan selama hidupnya sesuai 
dengan lembaga perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus 
dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah 
maupun agama (ajaran islam). 
Pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan aturan-aturan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian telah disepakati untuk dipatuhi, dan  
bagi yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensi sanksi. Aturan 
perundang-undangan tersebut dikemas dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam 
(sumber hukum islam yang menjadi Hukum Positif) dan Undang-undang No.1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1989 tentang 
pelaksanaan undang-undang perkawinan. 
Aturan-aturan yang terkemas dalam Kompilasi Hukum Islam yang dianut 
oleh sebagaian masyarakat Indonesia yang beraga Islam berdasarkan pada al-
Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi, tidak semua dapat dipahami begitu saja. Karena 
persoalan yang dijelaskan Nabi kebanyakan hanya terkait bidang ibadah, 
sementara dalam bidang muamalah pada umumnya tidak dijelaskan secara rinci 
                                                 
9 Ibnu Abdul Ghafur, Nikah dan Seks Islami, (Kediri: Pustaka ‘Azm, cet IV, 2006), 13 
10 Ubud., 22. 



































dan bersifat aplikatif. Maka dari itu, ketentuan hukum dalam ilmu fiqh menjadi 
rujukan umat islam khususnya dalam menerapkan suatu hukum. Dalam ilmu fiqh 
telah dijelaskan secara detail oleh Imam Madzhab, di antaranya persoalan 
perkawianan. Bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat 
dan rukun dalam perkwinan.  
Dari beberapa syarat dan rukun perkawinan yang telah disepakti untuk 
menjadi ukuran diperbolehkannya melakukan perkawianan ialah calon mempelai 
harus sudah Baligh. Ulama fiqh berpendapat bahwa ukuran Baligh bagi 
perempuan adalah ketika perempuan tersebut sudah mengalami haid (menstruasi), 
sedangakan laki-laki dikatakan Baligh  apabila dia sudah mengalami mimpi 
basah.11  
Seperti yang telah disebutkan di atas tersebut, bahwasanya dalam hal batas 
usia kawin kaitannya dengan hukum islam (fiqih) memang tidak dijelaskan secara 
mendatil, yaitu berapakah sebaiknya ketentuan usia seseorang dapat 
melakasnakan perkawianan. Yang ada hanyalah ukuran diperbolehkannya 
melakukan perkawianan ialah calon mempelai harus sudah Baligh. Ulama fiqh 
berpendapat bahwa ukuran Baligh bagi perempuan adalah ketika perempuan 
tersebut sudah mengalami haid (menstruasi), sedangakan laki-laki dikatakn 
Baligh  apabila dia sudah mengalami mimpi basah. Padahal jika kita lihat pada 
zaman sekarang laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah maupu perempuan 
yang telah haid (menstruasi) belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam 
berfikir. 
                                                 
11 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 11 



































Maka dari itu, penting halnya dalam perkawinan tersebut untuk 
memperhatikan usia dalam perkawinan. Dengan memperhatikan usia perkawinan 
yang telah ditentukan oleh Undang-undang diharapkan menjadi salah satu solusi 
tercapainya kematangan fisik, psikologis maupun emosional masing-masing calon 
pasangan suami dan istri. Sebab, jika tidak diperhatikan usia pekawinan yang 
belum mencapai batas usia yang telah ditentukan, sering kali berdampak pada 
ketidak harmonisan keluarga sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. 
Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah beberapa pemikiran 
tentang pemberlakuan hukum islam bagi umat yang beragama islam khususnya di 
Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yang termuat dalam Kompilasi 
Hukum Islam bahwa batas usia kawin laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 
adalah 16 tahun.12 
Munculnya penetapan tersebut tidak lain hanya untuk kemaslahatan dalam 
keluarga. misalnya, jika ditinjau dari tujuan perkawinan adalah untuk mendirikan 
rumah tangga yang kekal dan harmonis dengan ikatan yang suci.13 Sebagaimana 
yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an Surat ar-Rumm ayat 21: 
                             
                    
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”.14 
 
                                                 
12 Kompilasi Hukum Islam., Bab VI: Rukun dan Syarat Perkawinan, pasal 15. 
13 Ibid., 10. 
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 644. 



































 Walaupun pernikahan menjadi dambaan setiap insan dan setiap orang 
seakan berlomba untuk meraihnya, dengan berbagai jalan yang ditempuh demi 
mereguk nikmatnya sebuah rumah tangga, namun tetap saja sekian aral melintang 
dijalan menuju keberhasilan atau kesuksesan atas perkwainan. Dan tidak dapat 
dipungkiri dalam sebuah perkawinan sedikit banyak terdapat hambatan yang 
menghadang.  
Maka dari itu, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu tugas mulia bisa saja tidak tercapai 
sasaran yang diidamkan apabila kendalinya dipegang oleh orang-orang yang 
belum pantas untuk hal tersebut, termasuk dalam pembinaan rumah tangga dan 
dalam pelaksaannya. Apabila salah satu dari suami atau istri belum memiliki 
kedewasaan dan kemampuan, baik kemampuan fisik maupun mental, maka 
pembinaan rumah tangganya pun menjadi sulit, bahkan tidak menutup 
kemungkinan akan berakibat hancurnya sebuah keluarga (cerai).15 Sebagai salah 
satu upaya untuk meewujudkan tujuan tersebut adalah usaha mencegah dan 
menghindari kehancuran rumah tangga (perceraian) antara lain dengan 
mensyaratkan pernikahan, yaitu: dapat dilangsungkan dan dilaksanakan apabila 
mereka calon mempelai telah matang jiwa dan raganya.16 
Sedangkan kematangan tersebut secara umum dapat diketahui dengan 
usia, karena jika mereka dalam usia yang relative mudah yang cenderung suka 
bersenang-senang, berfoya-foya dan masih dalam tahap ketergantungan pada 
orang lain. Yang dalam menggapai sebuah rumah tangga hanya didasari dengan 
                                                 
15 Hellmi Karim, kedewasaan Untuk Menikah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet III, 2002), 73 
16 Directorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama, Analisis Factor Penyebab Terjadinya 
Perceraian, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), 1   



































rasa cinta belaka pada fisik lawan jenisnya dan tidak melaksanakan untuk tujuan 
yang begitu luas dari pada pernikahan tersebut, maka sangatlah rawan akan 
kerusakan dan kehancuran dari pada rumah tangga tersebut. Calon suami atau istri 
perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena 
pekerjaan berat tersebut tidak mungkin terlaksana hanya dengan asal-asalan  dan 
kondisi fisik maupun psikis yang kurang baik. Bagi wanita misalnya, rutinitas 
kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus 
diri, rumah, melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin, apalagi setelah 
dikaruniai seorang anak yang akan menambah beban seorang istri. Semua itu 
memerlukan ketahan fisik yang prima. 
Bagi laki-laki, ketahanan fisik dan mental lebih dituntutlagi seperti telah 
disebutkan dalam al-Qur’an bahwa laki-laki adalah pemipin bagi perempuan 
(nahkoda rumah tangga). Sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa’ ayat 34: 
                            
                          
                       
                     
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 
nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 



































Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.17 
Ayat di atas jika dilihat dari pendekatan Dh{a>hir al-a>yah dapat dipahami 
bahwa, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari 
kebutuhan sandang, pangan, papan serta perlindungan dari segala ancaman. Jadi 
posisi disini laki-laki diharuskan lebih siap dibandingkan perempuan.18 Ia harus 
mendedikasikan segala potensi untuk memberikan kenyamanan terhadap 
keluarganya. Kewajiban tersebut telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya 
surat at-Thalaq ayat: 6. 
                           
                                    
                        
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya”.19 
 
Dalam hal ini sangatlah relevan, sebagaimana menurut Dr. Sarlito 
Wirawan Sarwono yang telah dikutip oleh Helmi Karim mengatakan: orang muda 
yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta 
sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka, mereka baru memiliki cinta 
                                                 
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an...,84  
18 Aisjah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga, 
(Jakarta: Jamunu, 1969), 57. 
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 559. 



































emosi, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. 20 Dengan 
kata lain, bahwasanya harus ada batasan usia pernikahan sebagaimana yang sudah 
tertera dalam undang-undang yang berlaku. 
Selain yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam batas usia pernikahan 
juga diatur dalam Undang-undang Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang 
bebunyi: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun”.21 Namun, sering kali implementasi dari undang-undang pun tidak efektif 
dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu 
kelompok masyarakat.  
 Fenomena pernikahan dibawah usia dalam masyarakat sudah menjadi 
problematika yang sangat serius. Karena dalam sebagian masyarat muslim 
berasumsi bahwa hukum fikih telah menentukan dan memberi batasa baligh yang 
kemudian jika melakukan perkawinan dianggap sah oleh agama.  Selain itu, 
dengan persepsi yang berbeda, ketika orang tua menikahkan anak perempuannya 
yang masih kategori dibawah umur berkaitan dengan pandagan sebagian 
masyarakat, lebih memilih anaknya yang berstatus janda dari pada menjadi 
prawan tua. Aggapan orang tua kenapa menikahkan anaknya yang masih dibawah 
umur, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam media cetak Jawa Pos adalah 
untuk mendapatkan Mahar dan Uang tanpa memikirkan implikasi dari pernikahan 
tersebut.22 Sementara itu dalam anggapan kasus yang marak terjadi sekarang ini 
                                                 
20 Helmi Karim, Kedewasaan...,..., 73-74. 
21 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 
59.  
22 Daryono, Maraknya Pernikahan Dini, Jawa Pos (15 Oktober 2018,) 5.  



































ialah pernikahan dini dijadikan saran agar anak dapat terlepas dari bahaya 
pergaulan bebas, atau dalam bahasa sekarang LKMD (Lamaran Kari Meteng 
Disek).23 
Di samping itu, selain yang telah di jelaskan di atas, salah satu faktor yang 
mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah minimnya pengetahuan orang 
tua tentang esensi dan tujuan dari pernikahan. Orang tua hanya menilai bahwa 
pernikahan hanya untuk dijadikan sarana untuk mengais keuntungan dengan 
mengorbankan anak sebagai aset, tanpa memperhitungkan implikasi dari pada 
pernikahan tersebut. 
Begitu juga dengan masalah yang terjadi di Desa Karas Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang. Desa tersebut sangat terkenal dengan banyaknya pondhok 
pesantren yang ber-basic Salaf (model pesantren salaf). Yang mana dalam 
pemahaman masyarakat tentang keilmuan atau pengetahuan fiqih masih sangat 
didominasi oleh kitab-kitab klasik yang telah diajarkan dipesantren-pesantren 
setempat. Maka tidak heran jika ditemapat tersebut jika telah dinyatakan sudah 
baligh dalam agama orang tua dapat menikahkan anaknya walaupun dengan nikah 
dibawah tangan (tanpa dicatatkan). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 
alasan lain dari masyarakat adalah anggapan kasus yang marak terjadi sekarang 
ini ialah pernikahan dini dijadikan saran agar anak dapat terlepas dari bahaya 
pergaulan bebas, atau dalam bahasa sekarang LKMD (Lamaran Kari Meteng 
Disek).24 
                                                 
23 Meminjam istilah bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (julukan yang ditujukan 
kepada pernikahan akibat terlanjur hamil di luar nikah). 
24 Meminjam istilah bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (julukan yang ditujukan 
kepada pernikahan akibat terlanjur hamil di luar nikah). 



































Maka dari itu, dari pemaparan dia atas tersebut berkenaan dengan persepsi 
batas usia kawin dan pelaksanaan dalam masyarakat serta faktor penyebab 
terjadinya pernikahan dini, penulis tertarik dan merasa penting untuk melakuakan 
sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Karas Kecamatan 
Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah Tentang Batas Usia Kawin Dalam 
Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Studi Sosiologi Max 
Weber)”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, sudah penulis jelaskan 
secara global tentang permaslahan yang dimaksud. Terdapat beberapa 
maslah yang penulis masukan dalam identifikasi maslah yang akan di 
bahas, atara lain: 
a. Pengertian tentang usia kawin dalam Undang-undang Perkwinan No. 1 
tahun 1974. 
b. Persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten 
Rembang Jawa Tengan tentang batas usia kawin. 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penikhana dini di Desa 
Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. 
d. Implikasi dari pernikahan dini terhadap keluarga di Desa Karas 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. 



































e. Pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa Karas 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. 
2. Batasan Masalah 
a. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin. 
b. Bagaimana Pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa 
Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. 
c. Bagaimana pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa 
Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam 
sosiologi. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin? 
2. Bagaimana Pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa 
Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah? 
3. Bagaimana pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat Desa 









































D. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka disini terdapat 
beberapa tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin diketahui oleh peneliti 
diantaranya: 
1. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang persepsi 
masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa 
Tengah tentang batas usia kawin. 
2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan persepsi 
batas usia kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah. 
3. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang pelaksanaan 
persepsi batas usia kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam sosiologi. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun dari hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dan manfaat bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kuragnya 
dapat digunakan pada dua aspek, yaitu: 
1. Teoritis 
Dari sisi teroritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan berguna untuk memberikan masukan dalam rangka 
memperkarya khazanah pemikiran dalam bidang Hukum Islam pada 
umumnya dan pada khususnya Hukum Keluarga Islam. 




































Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan atau refrensi penelitian selanjutnya juga digunakan sebagai 
pertimbangan bagi praktisi Hukum dan mahasiswa jurusan Hukum 
Keluarga Islam khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi 
masyarakat yang hendak membangun sebuah kelurga hendaknya harus 
terpenuhinya sayrat dan rukun terlebih pada penerapan Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang batas usia kawin. 
 
F. Kerangka Teoritik 
Berkaitan dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian disini 
adalah teori sosiologi Max Weber, yaitu teori tindakan. Teori tidakan sosial 
merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (meaning) 
subjektif bagi dirinya dengan orang lain.25 
Pokok persoalan dari Sosiologi Max Weber adalah tindakan sosial. Oleh 
sebab itu, bagian ini akan mencoba menguraikan serta mengupas tentang hal 
tersebut. Selanjutnya akan dibahas tentang tipe ideal dan verstehen sebagai 
metode sosiologi dari Weber. 
1. Teori Tindakan Sosial Max Weber 
Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar 
hubungan sosial, dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma 
definisi atau ilmu sosial tersebut. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah 
                                                 
25 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2015), 116. 



































bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan kepada orang lain. 
Oleh karena teori tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang 
memilki arti atau makna (meaning) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan 
dengan orang lain. Sebaliknya jika tindakan individu yang diarahkan kepada 
benda mati atau objek fisik semata tanpa ada interaksi atau resposif dari orang 
lain bukan merupakan sebuah tindakan sosial.26 
Weber mengatakan, bahwa individu manusia dalam masyarakat 
merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang 
statis dari pada paksaan fakta sosial. Yang berarti tindakan manusia tidak 
sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang 
tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber 
mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata 
sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua 
konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.27  
Kemudian lebih lanjut Weber mendifinisikan sosiologi ilmu tentang 
institusi sosial. Sosiologi adalah ilmu tentang perilaku sosial dalam sosiologi 
Weber. Dalam pandangan weber terjadi pergeseran tekanan ke arah 
keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang 
semuanya memberikan isi dan bentuk kepada kelakuanya. Weber memakai 
kata perikelakuan adalah untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku 
mempunyai arti subjektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia 
didorong oleh motivasi. Perilakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi 
                                                 
26 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 116. 
27 I. B Wirawan, Terori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Grup, 2014), 79. 



































hanya jika dan sejauh mana arti maksud subjektif dari tingkah laku membuat 
individu memikirkan dan menunjukan suatu keseragaman yang kurang lebih 
tetap. 
Menurut Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk memahami arti-arti 
subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan konsep pendekatan 
verstehen atau disebut juga dengan metode pemahaman intepretatif, yaitu 
suatu cara untuk memahami makna tindakan sosial, Weber berasumsi bahwa 
seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya, tetapi juga 
menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep 
pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang 
hendak dicapai atau in order to motive.28 
Berkaitan dengan pemaparan di atas tersebut, dalam teori tindakan sosial, 
weber secara khusus mengklarifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti 
subjektif tersebut kedalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, 
Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin 
rasional tindakan sosial itu semakin dipahami.29 
Akan tetapi, disisi lain Weber juga menemukan bahwa tindakan sosial 
yang tidak selalu memiliki dimensi rasional, tetapi terdapat tindakan non-
rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang kaitannya 
dengan berbagi aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi. Weber 
menemukan empat tipe dari tindakan sosial.30 
 
                                                 
28 Ibid., 83. 
29 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Paradigma Gandda, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), 126. 
30 Dasmas, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Ptrenadamedia, 2015), 116-119. 



































2. Empat Tipologi Tindakan Sosial 
a. Tindakan Rasional Instrumental (Zweckrationalitat/instrumental), 
di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas 
pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan 
tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk 
mencapainya.31 Atau dalam pengertian lain adalah suatu tindakan 
yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar 
dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang diapakai 
untuk meraih tujuan yang ada. Misalnya dalam gambaran contoh 
yang akan memberikan penjelasan dalam teori ini adalah seorang 
pengusaha yang banyak mencalonkan diri sebagai calon legislative. 
Timbul pertanyaan mengapa? Ternyata dari pengalaman hidup para 
pengusaha dalam dunia bisnis, kehidupan mereka tidak bisa 
dilepaskan dari dunia politik. Oleh sebab itu, mereka 
mengombinasikan dua aspek kehidupan, yaitu bisnis dan politik 
sebagai usaha yang strategis untuk meraih kesempatan (di dalam 
terdapat keuntungan materiel) yang lebih besar jika hanya berbisnis 
saja. Dari pemaparan di atas tersebut dapat kita lihat bahwa tindakan 
dari seorang pengusaha tersebu dapat dipandang sebagai tindakan 
sosial rasional instrumental, karena mempertimbangkan antara tujuan 
yang ingin dicapai (keuntungan materiel yang lebih besar) dan alat 
                                                 
31 J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan, (Jakarta: 
Prenada Media Grup, 2004), 19. 



































yang digunakan untuk mencapai tujuan (berbisnis sambil 
berpolitik).32 
b. Tindakan Rasional Nilai (Wertrationalitat/value rational action), 
yaitu suatu tindakan yang di mana tujuan telah ada dalam 
hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang 
mempertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. 
Sebagai contoh seorang muslim memberikan infaq dan shodaqoh 
kepada sesama, ini merupakan sebagai tindakan rasional nilai. Karena 
berorientasi kepada nilai absolut dan nilai akhir yaitu menjadi hamba 
Allah yang di Ridloi dan meraih Surga di akhirat kelak merupakan 
tujuan. Pilihan memberi infaq dan shodaqoh sebanyak mungkin 
sebagai alat untuk meraih suatu tujuan yang berorientasi kepada nilai 
absolut dan nilai akhir tersebut tidak bisa dinilai apakah lebih efisien 
dan efektif dibandingkan mengerjakan sholat Sunnah Sunnah, 
mislanya.33   
c. Tindakan Afektif (Affectual action), merupakan suatu tindakan 
yang telah didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi 
intelektual atau perencanaan yang sadar. Misalnya yaitu tindakan-
tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut, gembira sering 
terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan 
ideologis. Dalam kaitannya ketika dua anak manusia (laki-laki dan 
                                                 
32 Ibid., 119. 
33 Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial “seketsa, Penilaian, Perbandingan”, (Yogyakarta: Kanisius, 
1994), 199.  



































perempuan) yang sedang di lanada badai asmara yang menyebabkan 
mereka mengalami “mabuk cinta”, tidak jarang dari mereka 
melakukan sesuatu tindakan yang tidak rasional dan logis, sehingga 
seolah-olah merasakan semua milik berdua, ketika cinta sudah 
melekat maka tai kucing terasa coklat.34   
d. Tindakan Tradisional (Tradisional action), yaitu tindakan karena 
kebiasaan atau tradisi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi 
yang sadar dan perencaan. Apabila ditanyakan kenapa hal tersebut 
dilakukan? Jawban yang diberika adalah karena nenek moyang 
mereka telah melakukannya semenjak dahulu kala. Oleh karena itu, 
tradisi ini harus dilanjutkan, kata pelaku tindakan tersebut. Sebagai 
contoh dalam kehidupan masyarakat yang terdapat disekeliling kita, 
tanpa sadar telah terdapat beberapa tindakan yang tidak meraka sadari 
bahkan dari diri kita sendiri kadang juga melakukan tindakan yang 
kita sendiri tidak menyadarinya. Semisal jika ditanya, jawaban kita 
adalah dulu nenek moyang kita telah melakukannya penjelsan dari 
orang tua kita.35 
Dari pemaparan di atas tersebut, terdapat penjelasan lain yang cukup 
simple tentang tipologi tindakan sosial serta menarik, lugas dan tajam dari Pip 
Jones. Berikut penjelasannya:36   
                                                 
34 Ibid., 119. 
35 Ibid., 19. 
36 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 115. 



































a. Tindakan Rasional Instrumental: tindakan ini yang paling efisien 
untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya. 
b. Tindakan Rasional Nilai : yang saya tahu saya hanya melakukan ini. 
c. Tindakan afektif : apa boleh buat saya lakukan. 
d. Tindakan Tradisional: saya melakukan ini karena saya selalu 
melakukannya. 
Alasan menggunakan teori tersebut yaitu tindakan sosial, karena dalam 
pelaksanaan persesi masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah, bahwa tindakan masyarakat tersebut tidak dapat terlepas 
dari segi empat unsur di atas. Di mana tindakan dari perilaku-perilaku yang terjadi 
terhadap penerapan batas usia kawin pastinya dilatar belakangi oleh faktor 
penyebab dalam masyarakat. Yang tidak lain akan masuk dalam tahapan empat 
tersebut. Atau lebih kepada motive dari tindakan masyarakat yang akan 
digolongkan dalam empat tipe tidakan di atas. 
Manusia yang merupakan anggota masyarakat akan senantisa berusaha 
agar selalu bisa bergaul dengan sesama. Sebagaimana yang telah dijelaskna di atas 
tersebut bahwa weber menyadari dalam masyarakat tidak terlepas dari struktur 
sosial dan pranatan sosial, akan tetapi suatu fungsi dari sosiologi hukum disini 
adalah suatu cabang ilmu yang berguna untuk mengetahui alasan-alasan serta 
factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan tata aturan yang 
telah disepakati juga perilaku masyarakat yang tidak patut akan peraturan yang 
telah disepakati. 



































Maka dari itu, penulis tertarik dalam penulisan penelitian ini kaitannya 
dengan perilaku yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan persepsi tentang 
batas usia kawin dengan pendekatan teori sosiologi Max Weber, yaitu teori 
tindakan sosial.   
 
G. Penelitian Terdahulu 
Berdasakan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya 
terdahulu yang pernah membahas tentang bahas usia kawin. Kajian pustaka di sini 
untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan thesis, dan 
seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam 
thesis dengan tema yang sama denagan thesis ini. Di bawah terdapat beberapa 
judul buku dan penelitian tedahulu yang pernah ditulis sebelumnya. 
Pertama, sebuah karya dari Muhammd Fauzul Adzim, yaitu buku yang 
berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”. Buku ini membahas pernikahan dini dari 
aspek sosial, agama dan budaya, akan tetapi dari aspek Undang-undang dan teori 
ilmu Fiqih belum ada.37 Hal tersebut yang membedakan dari penulisan thesis ini. 
Kedua buku yang ditulis oleh Dra. Hj. Mufidah ch. M. Ag. Yang berjudul 
“Psikologi Keluarga Islam”. Buku ini membahas tentang keluarga dalam 
prespektif ajaran islam. Lebih diteakankan pada aspek psikologi. Namun buku ini 
akan menjadi salah satu refrensi penulis sebagai rujukan tentang bagaimana 
kondisi psikologi masyarakat setempat dalam menerapkan batas usia kawin dalam 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
                                                 
37 Muhammd Fauzul Adzim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Akademika Presindo,2012). 



































Ketiga, Thesis yang ditulis oleh Syahraeni (UIN Alauddin Makasar) yang 
berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyababkan 
Tingginya Jumlah Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, 
Kabupaten Soppeng. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi tentang meningkatnya pernikahan dibawah umur.  Hasil dari 
peneltian tersebut adalah menyimpulakan bahwa factor-faktor yang 
mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini adalah factor ekonomi, orang tua, 
hamil diluar nikah, media sosial internet, tradisi keluarga, dan factor kebiasan adat 
istiadat. Mengetahui pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini. Dampak-
dampak yang muncul dari pernikahan di desa Gattareng yaitu 1) kehilangan 
kesempatan mengecap pendidikan tinggi, 2) interaksi teman sebaya berkurang, 3) 
sempitnya peluang mendapat kerja. Dengan menimbang resiko yang cukup 
berbahaya tersebut maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan 
dini yang terjadi demi kelanggengan dan keselamatan keluarga, dan juga 
keselamatan orang tua dan anak.38 
Akan tetapi yang kemudian membedakan dengan penelitian disini yaitu 
dari segi objek penelitian. Dalam penelitian tersebut lebih cenderung kepada 
factor yang mempengaruhi pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian disini 
adalah lebih bcenderung kepada penerapan Undang-undang No.1 tahun 1974 
tentang perakwinan. Kemudian dalam tinjauan sosiologisnya dalam penelitian 
terdahulu tidak disertakan secara langsung terori siapa yang akan digunakan, 
                                                 
38Syahraeni yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyababkan 
Tingginya Jumlah Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten 
Soppeng”, (Thesis—UIN Alauddin Makasar, Makasar,2017). 



































secara umum sosiologi. Akan tetapi dalam penelitian disini penulis cenderung 
menggunakan teori sosial yang dipelopori oleh max weber yaitu teori tindakan. 
Keempat, Thesis yang di tulis Shofiyun Nahdloh “Kontroversi Pernikahan 
di Bawah Umur” (IAIN Sunan Ampel Surabaya), dalam thesis tersebut membahas 
tentang studi komparatif antara fiqih dengan hukum positif (kompilasi hukum 
islam). Namun di dalamnya tidak dijelaskan dalam penjarabaran Undang-undang 
No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melihat kondisi sosial 
masyrakatnya, yang kemudian membedakan dari penelitian ini.39 
Kelima, Thesis yang ditulis oleh M. Zainiddin Alanshori yang berjudul 
“Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kritis Tentang Relevansi Batasan Usia Nikah 
dalam Undang-undang Pernikahan No.1/1974 dengan Upaya Terwujudnya 
Keluarga Sakinah)”.  Dari penelitian tersebut menghsilkan pendapat ulama fiqih 
baligh dana tau mumayiz adalah batas minimal syarat adanya pernikahan. Akan 
tetapi baligh dan mumayiz setiap orang tidak sama usianya. Adapun Undang-
undang perkawinan mengisyaratkan adanya batas minimal sebagai syarat 
perkawinan. Usia pernikahan menjadi bagian inheren dengan tujuan memberi 
kesan bahwa pernikahan memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Adanya batas 
minimal usia nikah tersebut menjadi sangat relevan melihat dampak yang terjadi 
apabila syarat tentang usia minimal dalam pernikahan diabaikan. Jadi dalam 
                                                 
39 Shofiyun Nahdloh yang berjudul “Kontroversi Pernikahan di Bawah Umur”, (Thesis--IAIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2009). 



































penelitian tersebut mengunkap begitu pentingnya batas usia kawin demi 
mewujudkan keluarga yang harmonis.40 
 
H. Metode Penelitian 
Agar penulisan thesis ini dapat tersusun secara sistematis, jelas, dan benar. 
Maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian, berikut pemaparannya: 
1. Data yang Dikumpulkan 
Sesuai denga tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: 
a. Data tentang hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, 
antara lain: dengan tokoh agama setempat tentang persepsi batas 
usia kawin, dengan orang tua pelaku pernikahan dini dan dengan 
pelaku pernikahan dini tentang faktor penyebab melakukan 
pernikahan dini serta motive dari tindakan tersebut. Serta dengan 
pihak pemerintah setempat tentang pelaksanaan pernikahan 
masyarakat setempat tentang batas usia kawin. 
b. Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap 
praktik pelaksanaan persepsi masyarakat Desa Karas Kecamatan 
Sedan Kabupateng Rembang Jawa Tengah tentang batas usia 
kawin. 
2. Sumber Data 
                                                 
40 M. Zainudin Alanshori yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kritis Tentang 
Relevansi Batasan Usia Nikah dalam Undang-undang Pernikahan No.1/1974 dengan Upaya 
Terwujudnya Keluarga Sakinah)”. (Thesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).  



































Ada dua sumber secara garis besar yang akan digunakan dalam 
memperoleh data. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer 
(primary reaset) dan sumber data skunder (secondary reaset), sumber 
data primer disini adalah sumber data utama dan terkait dengan 
masalah yang akan dibahas yang dipeoleh dilapagan.41Yaitu data yang 
diperoleh dari wawncara pihak yang bersangkutan. Antara lain: dengan 
tokoh agama setempat tentang persepsi batas usia kawin, dengan orang 
tua pelaku pernikahan dini dan dengan pelaku pernikahan dini tentang 
faktor penyebab melakukan pernikahan dini serta motive dari tindakan 
tersebut. Serta dengan pihak pemerintah setempat tentang pelaksanaan 
pernikahan masyarakat setempat tentang batas usia kawin. 
Sedangkan sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari 
buku-buku yang representative dan membahas tentang batas usia 
kawin serta buku-buku tentang teori-teori sosiologi yang akan 
digunakan sebagai pisau analisis.   
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 
a. Dokumentasi: yaitu yaitu metode pengumpulan data yang 
diperoleh melalui melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain 
                                                 
41 Bambang Sungkono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116 



































yang berkaitan dengan masalah penelitian dan guna untuk 
menguji hipotesa dalam penelitian ini.42 
b. Observasi (pengamatan langsung): yaitu metode pengumpulan 
data dengan mengamati secara langsung dilapangan guna 
untuk menjawab hipotesa dalam penelitian ini.43 di sini penulis 
secara langsung telah terjun dan bermasyarakat dalam objek 
penelitian.  
c. Wawancara: yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang 
bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu.44 
Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang antara 
lain: dengan tokoh agama setempat tentang persepsi batas usia 
kawin, dengan orang tua pelaku pernikahan dini dan dengan pelaku 
pernikahan dini tentang faktor penyebab melakukan pernikahan 
dini serta motive dari tindakan tersebut. Serta dengan pihak 
pemerintah setempat tentang pelaksanaan pernikahan masyarakat 
setempat tentang batas usia kawin. 
4. Teknik Pengelolaan Data 
Kemudian data yang telah diperoleh lalu diolah dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
                                                 
42 Tatang M. Amin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1990), 135. 
43 Ibid., 117. 
44 Masruhan, Metodologi Penelitan Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235. 



































a. Editing, yaitu memeriksa kembali informasi yang telah 
diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari 
berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan dengan 
permasalahan.45  
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh 




5. Teknik Anilisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga 
teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu 
penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian 
diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.46 
Secara teknis penellitian ini persepi masyarakat Desa Karas 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas 
usia kawin, dan juga Pelaksanaan persepsi masyarakat Desa Karas 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas 
usia kawin. Yang mana masih rawan terjadi perkawinan bawah usia, 
                                                 
45 Ibid., 253. 
46 Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, (Bandung: 
Mizan, 1990), 139. 



































juga tentang pemahaman batas usia kawin serta faktor-faktor yang 
melatar belakangi hal tersebut secara kondisi sosial agama masyarakat 
serta implikasi dari pernikahan dini. Kemudian dilanjutkan dengan 
analisis terhadapnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. 
Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam 
penilitian ini adalah pola pikir induktif yang menerangkan data secara 
khusus kemudian dibahas secara umum. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan 
dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini 
dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:  
Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, definisi kerangka teoritik, penetlitian terdahulu, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, berupaya mendiskripsikan teori-teori secara luas dan relevan 
yang terdapat dalam buku-buku yang representative yaitu tentang batas usia 
kawin dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta latar 
belakang munculnya Undang-undang, Sosialisasi serta diperundang-
undangkannya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. 
Bab ketiga, membahas tentang selaras Pandang Desa Karas Kecamatan 
Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, kemudian mendiskripsiakan secara 



































objektif terjadinya perkawinan dibawah usia, persepsi masyarakat Desa Karas 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin 
dan pelaksanaan persepsi Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 
Jawa Tengah tentang batas usia kawin, serta faktor penyebab secara sosiologi 
terjadinya pernikahan dini. 
Bab keempat, adalah analisis mengenai persepsi masyarkat Desa Karas 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin 
dalam sosiologi, analasisi tentang pelaksanaan persepsi Desa Karas Kecamatan 
Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tentang batas usia kawin dalam 
sosiologi, serta ananlisi faktor penyeban terjadinya pernikahan dini dalam 
sosiologi, dan juga implikasi dari tindakan tersebut. 
Bab kelima, merupakan penutup yang mengakhiri seluruh pembahasan 
ini, yang berisi kesimpulan dan saran.  


































BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 
TAHUN 1974 
 
A. Latar Belakang Munculnya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 
Pada masa penjajahan Indonesia oleh Neagara-negara maju seperti 
Belanda dan Jepang, sejak itu juga perkawinan usia muda di Indonesia terjadi. 
Indonesia sendiri telah dijajah selama 350 tahun. Pada masa penjajahan, bangsa 
Indonesia melakukan perkawinan di usia yang masih sangat belia, misalnya di 
usia 18 tahun atau ketika setelah menstruasi pertama untuk remaja perempuan dan 
setelah disunat dan mimpi basah untuk remaja laki- laki. Para orang tua zaman 
dahulu khususnya pada zaman penjajahan memilih menikah anak anak mereka 
diusianya yang sangat muda agar tidak menjadi perawan dan perjaka tua. Sebutan 
perawan tua untuk perempuan dan perjaka tua untuk laki- laki, merupakan sebuah 
aib yang perlu dihindari bagi pandangan para orang tua pada zaman itu. Selain itu, 
ditujukan untuk memperoleh keturunan laki-laki, agar tidak menjadi perawan dan 
perjaka tua. Sebutan perawan tua untuk perempuan dan perjaka tua untuk laki- 
laki, merupakan sebuah aib yang perlu dihindari bagi pandangan para orang tua 
pada zaman itu. Selain itu, ditujukan untuk memperoleh keturunan laki-laki, agar 
dapat melawan para penjajah.1 
Perkawinan usia muda juga semakin berkembang setelah kemerdekaan 
Republik Indonesia, terutama pada masa transmigrasi yang dilakukan di Indonesia 
secara besar- besaran pada era kepemimpinan soeharto. Perkawinan Usia muda 
                                                 
1http// Sejarah pernikah dini dalam Islam//.com di akses pada tanggal 20 Juni 2019. 



































terjadi di Desa Penumangan baru yang juga bermula sejak tahun 1973 ketika 
adanya transmigrasi di desa tersebut. Masyarakat desa sangat antusian dengan 
diadakannya transmigrasi ini, dikarenakan untuk merubah mutu hidup mereka. 
Hampir dari keseluruhan masyarakat Desa Pemunangan baru, awal 
mulanya adalah penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dan merupakan salah satu 
buktinya bahwa para pemuda dan pemudinya melakukan transmigrasi secara 
besar-besaran dikarenakan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Pada waktu 
itu, perawinan di usia muda banyak dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar 
diperbolehkannya mengikuti transmigrasi karena hanya laki- laki atau perempuan 
yang sudah berkeluarga saja yang boleh melakukan transmigrasi. 
Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya 
perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 
Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat 
beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan 
Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU 
No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah 
perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban 
suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang 
bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya 



































apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan pasangan 
yang bercerai untuk rujuk kembali.2 
Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar 
Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana 
undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia 
Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah 
Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian 
tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya. 
Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU 
Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini 
mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar 
hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum 
tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum 
Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan 
monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan 





                                                 
2 Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: 
Yayasan I dayu, 1981, h. 9-10. 
3 Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam 
Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, h. 101. 



































B. Sosialisasi Undang-undang Perkaiwinan No. 1 tahun 1974 
Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di 
Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga 
pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan 
Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan 
Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat 
kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, 
Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). 4 Ketika pemerintahan VOC berakhir, 
politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam. 
Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 
di Yokyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun 
undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu 
kekompakan dalam mengusir penjajah.5 
Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun 
rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (onwerpordonnantie op de 
ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: 
Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu 
pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang 
diputuskan oleh hakim. Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya 
diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang 
beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak 
                                                 
4 Ibid., 40. 
5 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Study Terhadap Perundang- undangan 
Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), 38. 



































oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan 
dengan hukum Islam. 
Dan pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang, Pada tahun 1973 
Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan 
Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 
1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang 
Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam 
Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan 
dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 19736. 
Kemudian pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili 
Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi 
Undang- Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden 
mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara 
No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974, yang termasuk di dalamnya adalah 
mengenai batas usia kawin. 
 
C. Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No, 1 tahun 1974 
Setalah Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 resmi di-Undangkan 
(diresmikan) dalam Lembaran Negara No. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974, 
yang termasuk di dalamnya adalah mengenai batas usia kawin.  
Kemudian dalam sosialisasinya, Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 
1974 harus dipahami sebagai Undang-undang Nasional yang secara keseluruhan 
                                                 
6 http// Sejarah kelahiran UUP di Indonesia //.com di akses pada tanggal 20 Juni 2019. 



































merupakan satu kesatuan yang bulat. Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 
1974 merupakan satu kesatuan Undang-undang dan satu kesatuan sistem hukum 
bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayatnya tidak boleh ditafsirkan bertentangan satu 
sama lain. Sesuai dengan sejarah latar belakang munculnya Undang-undang 
tersebut penafsiran Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak boleh 
bertentangan dengan agama, khususnya hukum islam. Bahkan mempelajari 
Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 harus mempunyai latar belakang 
dan dasar pemahaman terhadap hukum islam, sebab dalam banyak ketentuannya 
adalah ajaran yang diambil dari hukum islam.7 
Disamping itu, dalam sosialisasi lain bahwa Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha 
Esa, hal ini dikarenakan warga negara yang beragama yang tidak mungkin lepas 
dari ajaran agamanya, oleh karenanya pemerintah dalam membuat peraturan 
undang-undang selalu memperhatikan Pancasila, UUD 1945 dan Hukum Adat 
yaitu hukum agama Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaksanakan sebelum 
pemerintah mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan untyk memberi 
rasa aman dan menjamin hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia.  
Sosialisasi tentang Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut tidak 
terlepas dari pentinganya menaati peraturan Undang-undang guna untuk 
percatatan perkawinan bagi pasangan yang berfungsi sebagai kepastian hukum 
atas peristiwa sebagai bukti otentik dan perwujudan ketertiban administrasi negara 
dibidang Perkawinan. Pencatatan tersebut merupakan sama halnya dengan 
                                                 
7 Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: 
Yayasan I dayu, 1981), 28.  



































pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya 
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu surat-surat keterangan, suatu 
akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. 
Diberlakukannya Undang Perkwinan No. 1 tahun 1974 tersebut bertujuan 
juga untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah usia maupun pernikahan 
di bawah tangan (yang hanya dilakukan dengan upacara keagamaan) tanpa 
melibatkan petugas Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatan Nikah dan 
untuk melindungi hak-hak dari perempuan setalah di cerai oleh suaminya, baik 
cerai talak maupun cerai mati.8 
Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk menambah 
wawasan masyarakat khususnya para calon pasangan suami-istri yang hendak 
melaksanakan perkawinan agar dapat melaksankan perkawinan sebagaimana yang 
telah ditentukan dalam Undang-undang tersebut dan dapat mewujudkan 
kemslahatan keluarga serta dapat membangun keluraga sakinah mawaddah wa 
rahmah. Sebgaimana tujuan dari Pernikahan yang tercantun dalam Undang-
undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1: “Untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa”.9 
 
D. Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 
Aturan-aturan tentang perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 
yang kemudian telah disepakati untuk dipatuhi, dan  bagi yang melanggarnya 
akan mendapatkan konsekuensi sanksi. Aturan perundang-undangan tersebut 
                                                 
8 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh 
dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 5-8.  
9 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arloka, t.t), 1. 



































dikemas dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (sumber hukum islam yang 
menjadi Hukum Positif) dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1989 tentang pelaksanaan 
undang-undang perkawinan. Sedangkan aturan-aturan yang terkemas dalam 
Kompilasi Hukum Islam yang dianut oleh sebagaian masyarakat Indonesia yang 
beraga Islam berdasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah. 
Akan tetapi yang dimaksud dengan Undang-undang perkawinan dalam 
bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan 
petunjuk oleh semua umat islam di Indonesia dalam hal perkawinan dan dijadikan 
pedoman hakim dilembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan 
perkawinan. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara 
yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka ialah: 
1. Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya 
Undang-undang Republik Indonesia 21 November No. 22 tahun 1946 
tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk diseluruh daerah luar Jawa 
dan Madura.10 
2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit 
menyinggung acaranya.11 
                                                 
10 Arso Sostroatimojo dan A. Wasit, Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1981), 144. 
11 Helm Karim, Kedewasaan untuk Menikah, Chuzaimah Tanggo eds, dalam Problematika Hukum 
Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet III, 2002), 84. 



































3. Peraturan Mentri Agama No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai 
pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan 
perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.12 
Selain yang telah dijelaskan di atas tersebut, disamping perundang-
undangan negara telah dimasukkan juga dalam pengertian Undang-undang 
Perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suatu ketentuan yang efektif 
yang dijadikan oelh para hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang 
harus diikuti dan di taati dalam penyelesaian perkara perkawinan. Yang telah 
diberlakukan di Indonesia melalui intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam.13 
Di antara beberapa hukum perundang-undangan di atas tersebut, 
difokuskan pada bahasan kepada perundang-undangan No. 1 tahun 1974, oleh 
karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-undang 
ini. Sedangakan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 hanya sekedar 
menjelaskan aturan pelaksanaan dari berbagai materi Undang-undang No. 1 tahun 
1974, serta Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, mengatur tata kerja 
Pengadlan Agama dalam melaksanakan Undang-undang Perkawinan bagi yang 
beragama Islam. 
Lebih lanjut, dalam Undang-undang No. 1 tahun `1974 kaitannya dalam 
pembahsan ini disebut dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Hukum 
Perkawinan Islam yang menurut asalnya disebut dengan fiqh munakahat yang 
                                                 
12 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 79. 
13 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, cet 6, 2014), 
115. 



































merupakan ketentuan tentang perkawinan menurut islam, islam itu satu dan 
berlaku bagi pemeluknya diseluruh dunia dan sepanjang masa.14 
Dengan disebutkannya kata “di Indonesia” dalam Undang-undang 
tersebut, bahwa hukum perkawinan Islam yang termuat dalam Undang-undang 
tersebut hanya berlaku di Indonesia saja. Meskipun hukum perwakinan hanya satu 
di Dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan dimana 
hukum tersebut diberlakukan. Seperti hukum Perkwinan Islam di Indonesia, yang 
mengandung arti hukum perkawinan islam menurut yang berlaku secara khusus di 
Negara Indonesia. 
Berkenaan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, telah diatur 
dalam peraturan perudang-undangan negara khusus yang berlaku bagi warga 
negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk 
undang-udang, yaitu: Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan 
pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam 
Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangakan 
hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang No.7 tahun 1989.15  
Disamping itu, sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi 
hakim di Lembaga Peradilan Agama termuat dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), yang telah ditetapkan dan disebar kan di Indonesia melalui Instruksi 
Presiden No. 1 tahun 1991 tantang Kompilasi Hukum Islam. 
                                                 
14 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 2, 
2015), 4-5. 
15 Ibid., 9-10. 



































Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu terdiri dari 14 
bab, yang terbagi dalam 67 pasal, antara lain adalah:16 
1. Dasar Perkawinan 
2. Syarat-syarat Perkawinan 
3. Pencegahan Perkawinan 
4. Batalnya Perkawinan 
5. Perjanjian Perkawinan 
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
7. Harta Benda dalam Perkawinan 
8. Putusnya Perkawinan serta Akibatnya 
9. Kedudukan Anak 
10. Hak dan Kewajiban antara anak dan orang tua 
11. Perwalian 
12. Ketentuan-ketentuan lain 
13. Ketentuan peralian 
14. Ketentuan penutup 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya negara-
negara di Dunia telah mempunyai undang-undang pernikahan yang dalam Negara 
Islam sering disebut hukum keluarga, diantaranya yaitu untuk mengatur dan 
menetapkan batas umur minimal untuk melangsungkan ikatan perniakahan bagi 
warga negaranya.  
                                                 
16 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih 
dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), 184. 



































Begitu juga Negara Indonesia dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, yakni yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan 
bawha “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun”.17 Ketentuan batas usia kawin ini seperti yang telah disebutkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pertimbangan kemaslahatan 
keluarga dan ruamh tangga perkwinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan 
UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar 
tujuan perkawianan dapat diwujudkan secara baik tanpa berkahir pada perceraian 
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 
perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.18 
Usia perkawinan sebagaimana yang telah dimaksud di atas tersebut, yang 
terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan Bab II tentang Syarat-syarat 
Perkawian, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini ditegaskan bahwa untuk menjaga 
kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk 
menikah, maka Pasal tersebut sangat erat hubungannya dengan pasal 6 ayat (2) 
yang berbunyi: ”Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua 
orang tua”.19 Dari penjelasan ini dapat diartikan bahawa pada usia dalam 
ketetapan Pasal 7 ayat (1) dipandang belum dewasa dan masih di bawah umur.  
                                                 
17 Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Surabaya: Arloka, t.t), 8. 
18 Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata di Indonesia Integrasi Hukum di Eropa Kontinental 
ke dalam Sistem Hukum adat dan Nasional, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017), 46-47. 
19Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 
“Khitbah, Nikah, dan talak” diterj. Abdul Majid Khom, (Jakarta: AMZAH, 2009), 96-98. 



































Dari penejelasan di atas tersebut dapat dipahami bahwa, usia calon 
mempelai yang telah mencapai laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan calon 
mempelai perempuan 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan maksud 
pada Pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensinya yaitu tercemin dari maksud 
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan:20 (2) dalam hal penyimpangan 
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki pria maupun pihak 
wanita. (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorag atau kedua orang tua 
tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang 
dimaksud pasal 6 ayat (6). 
Demikina ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang positif mengenai batas usia kawin yang termuat dalam Undang-undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974. 
 
                                                 
20 Ibid., 8. 



































PELAKSANAAN PERSEPSI BATAS USIA KAWIN MASYARAKAT 
DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG JAWA 
TENGAH 
 
A. Selaras Pandang Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa 
Tengah 
1. Sejarah Desa Karas 
Pada zaman dahulu hiduplah dua lelaki kembar di sebuah desa entah 
berantah. Lelaki tersebut bernama Ki Sehat dan Ki Waras. Kegiatan mereka 
sehari-harinya hanyalah beribadah kepada Allah SWT. Ki Sehat dan Ki Waras 
mempunyai kegemaran yang sangat berbeda. Ki Sehat sangat gemar berpuasa 
sunnah. Sedangkan ki Waras gemar bersedekah. Selain bersedekah ki Waras 
juga gemar pergi ke hutan untuk mencari klaras (dedaunan, ranting-ranting). 
Hampir setiap hari ki Waras selalu pergi ke hutan untuk mencari klaras. 
Suatu hari mereka akan kedatangan tamu dari luar kota. Ki Waras sangat 
bingung karena tidak memiliki apa-apa untuh hidangan buat tamu mereka. Dia 
hanya memiliki seekor kambing yang sudah mereka rawat sejak lama. “kakak, 
bagaimana untuk hidangan tamu kita dari luar kota? Kita tidak punya apa-apa 
kecuali seekor kambing saja,” tanya ki Sehat terhadap ki Waras. 
“Baiklah mari kita sembelih kambing itu, dan kita jadikan sate,” jawab ki 
Waras dengan begitu santai.” Karena aku tak bisa masak maka kita bagi saja, 
kak. Aku yang mencari klaras untuk membakar sate tersebut dan kakak yang 
memasaknya,” kata ki Sehat. 



































Kemudian ki waras pergi ke hutan untuk mencari klaras yang jatuh dan 
berserakan di tanah. Selesai terkumpulkan ki Waras pulang dan membawa 
klaras-klaras tersebu. 
Setelah tamu mereka datang ki Sehat dan ki Waras menyajikan hidangan 
sate kepada para tamunya. “lezat sekali sate ini,” kata tamu setelah mencicipi 
hidangan tersebut. Ki waras kemudian pergi keluar rumah dan berteriak 
memberitahu warga bahwa tempat ini bernama desa Karas. Desa yang terkenal 
juga dengan satenya yang lezat. 
Kata “KARAS” diambil dari nama ki Waras yang suka mencari klaras. 
Terkenal satenya karena sate yang lezat buatan mereka, Ki Sehat dan Ki 
Waras.1 
2. Kondisi Geografis 
No Uraian Keterangan 
1 Tipologi Desa 
a. Secara umum Desa Karas 
didominasi oleh dataran 
Rendah, hanya terdapat satu 
Dusun yang terletak di 
dataran tinggi pegunungan. 
Terdapat Dusun di dataran rendah 
dan satu Dusun di dataran tinggi. 
                                                 
1Mbah Dalang, Wawancara, Juru Kunci Desa, Karas 29 Mei 2019. 








































3 Luas Wilayah: 712.232 Ha  
4 Batas Wilayah: 
a. Utara: Desa Sidorejo 
b. Selatan: Desa Sumbermulyo 
c. Barat: Desa Pacing 
d. Timur: Desa Mojosari 
 
5 Orbritasi (Jarak dari pusat 
pemerintahan) 
a. Dari pusat pemerintahan 
kecamatan adalah 1 KM 
b. Dari pusat pemerintahan 
kota adalah kurang lebih 40 
KM 
c. Dari Kota/Ibu Kota 
Kabupaten adalah 30 KM 
d. Dari Ibukota Propinsi adalah 
114 KM 
 
6 Jumlah Dusun: 
a. Ngampel 
 
a. Terdapat 4 RT 





































d. Watu Celeng 
e. Mbalong  
f. Ngedeng 
b. Terdapat 4 RT 
c. Terdapat 3 RT 
d. Terdapat 4 RT 
e. Terdapat 3 RT 





3. Kondisi Sosial 
No Uraian Jumlah Keterangan 
1 Kependudukan: 
a. Jumlah Penduduk 
b. Jumlah KK 
c. Jumlah Laki-laki 







































































3 Mata Pencaharia: 
a. Belum/tidak bekerja 










































































q. BURUH LEPAS 
HARIAN 
r. BURUH NELAYAN 
s. PEMBANTU RUMAH 
TANGGA 
t. TUKANG BATU 
u. TUKANG KAYU 


















4 Kesejahteraan Sosial 
a. KK Prasejahtera 
b. KK Sejahtera 
c. KK Kaya 
d. KK Sedang 
















































4. Potensi Desa 
Potensi yang dimiliki Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 
memiliki ragam yang luas sesuai bentangan alam yang bervariasi luas pula, 
dimana pada bentangan ala mini terdapat berbagai potensi yang beragam. 
Mulai dari potensi perhutanan, pertanian, dan peternakan yang menjadin 
sumber pokok penghsilan ekonomi masyarakat. Karena Desa Karas ini 
memliki sumber tanah yang subur dan sumber air yang dapat dikatakan 
berpotensi. Maka seharusnya pemanfaatan potensi air sebagai pasokan 
kebutuhan air bersih bagi wilayah sekitarnya dapat menjadi perhatian untuk 
pengembangannya namun tetap mengandalkan pengelolaan oleh rakyat 
setempat. Pemanfaatan potensi alam secara mandiri memungkinkan manfaat 
ekonomi dapat terserap penuh untuk desa dan kemudian menjadi bagian 
pembiayaan bagi desa itu sendiri. 
Namun menjadi hambatan dalam pengembangan beragam komoditi yang 
ada sesungguhnya adalah kurangnya inovasi yang dapat diterapkan 
masyarakat. Banyak sumber-sumber penghasilan masyarakat yang bersumber 
dari pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang memungkinkan 
dikembangkan sebagai komoditi alternative namun sangat potensial. Tetapi 
sikap masyarakat umumnya terkendala pada banyak faktor, diantaranya: 
a) Masyarakat takut melakukan uji coba potensi baru, misalnya selama 
ini hanya mengandalkan kakao atau tanaman pangan saja. 
b) Kerusakan infrastruktur (seperti jalan, dll) cenderung melambatkan 
pertumbuhan ekonomi desa atau investasi. 



































c) Cepat puas dengan apa yang diperoleh saat ini dengan bersikap 
cenderung pasif. 
d) Tidak ada dukungan teknologi dan pemodalan.2 
 
B. Persepsi Masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 
Jawa Tengah tentang Batas Usia Kawin  
Dalam Undang-undang Perkawinan No. tahun 1974 tentang dalam Pasal 7 
ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun”.3 Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip 
yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami harus telah masak jiwa 
raganya, agar tujuan perkawonan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 
dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. 
Di samping itu, perwakinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang 
wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk 
lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas 
                                                 
2 Pemerintah Kabupaten Rembang Kecamatan Sedan Desa/Kelurahan Karas, Rekapitulasi Data 
Desa, Karas 31 Mei 2019. 
3 Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Surabaya: Arloka, t.t), 8. 



































usia kawin baik bagi pria maupun wanita (penjelas Undang-undang Perkawinan, 
Nomor 4 huruf d).4 
Akan tetapi dalam pandangan tokoh Agama/Ulama pada masyarakat 
setempat, bahwa masalah tentang batas usia kawin penentuannya dalam Undang-
undang Perkawianan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah besifat 
ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama 
terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak refrensi syar’inya mempunyai 
landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah dalam Surat an-Nisa’ (4) ayat 9: 












َلف يمِهيَيل َ ذللَّٱ 
ْ
ا






لَۡو ٩  
“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap 
perkataan yang benar”.5 
 
Dalam penjelasannya tentang ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut 
memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung 
menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan 
yang di atur dalam UU No.1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang 
dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai 
pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak 
sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman 
dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. 
                                                 
4 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet ke 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2015), 59. 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 559. 



































    Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing 
mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi 
yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaiakan problem yang 
muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus 
menunjukan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi oleh perkawinan 
dalam usia muda. 
Lebih lanjut dalam persepsi beliau mengenai batas usia kawin secara 
metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode 
mashsalahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya ijtihadiyah, yang 
kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila 
karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 
tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk 
perempuan, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) 
menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap terhadap ayat (1) pasal ini 
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.6 
Dalam hal ini beliau berkomentar bahwa Undang-undang Perkawinan 
tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa melangsungkan 
perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua uluh satu) tahun harus 
mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan 
perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembulan 
belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
                                                 
6 Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Surabaya: Arloka, t.t), 8. 



































Bedanya jika kurang dari 21 tahun diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 
19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini yang kemudian di sisi lain dijadikan 
pertimbangan oleh para tokoh Agama setenpat jika telah di pasrahi untuk 
mengakadkan pasangan calon pengantin oleh para orang tua calon pengantin. 
Akan tetapi untuk saat ini, izin pengadilan telah diperketan dan telah ada suatu 
lembaga bimbingan keluarga sakinah yang mana akan membimbing para calon 
pengantin atau disebut dengan pendidikan pra-perbikahan. Didukung oleh 
pendapat dari pihak pegawai  Balai Desa. 
Selain itu, menyikap tentang problematika kependudukan seperti diungkap 
dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan, turut memengaruhi perumusan 
batas usia calon mempelai tersebut. Dari pendapat beliau ini yang dimaksud untuk 
menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan Hukum 
Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemashlahatan umum. Lebih lanjut, 
“kesemuanya itu mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan 
ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode istishlah, 
istihsan, al-‘urf, dan lain-lain metode istidlal dengan tujuan jalb al-mshalih wa 
dar’u al-mafasid (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan). 
Dalam hal mengenai masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam 
konsep Islam, beliau berdasar pada hadis Nabi yang mana tampaknya lebih 
menonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya 
dalam pembebanan hukum (takli>f) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut 
mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan 
perbuatan hukum). Berikut dasar Hadisnya: 



































 ِنَعَو َقْيَِفي ىَّتَح ِنُْونْجَمْلا ِنَعَو َظِقَْيتَْسي ىَّتَح ِِمئ اَّنلا ِنَع ٍَثَلاث ْنَع َُمَلقلا َِعفُر 
)ةعبرلأا هاور( َمَِلتَْحي ىَّتَح ِ  يِبَصلا 
 “Terangkat tanggungjawab seseorang dari hal: orang yang tidur hingga ia 
bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi 
basah (dan mengeluarkan air mani/ihtilam)”. (Riwayat Imam empat).7 
 
Dalam penjelasannya, menurut isyarat hadis tersebut kematangan 
seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi 
laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi usia kematangan 
seksualitas ini, masing-masing orang berbeda saat datangnya. Namun demikian, 
hadis ini setidaknya dapat memberikan gambaran, bahwa kematangan tersebut 
pada usia 15 tahun. Sedangan dalam Riwayat Lain menyebutkan: 
 ِيْزُِجي َْمَلف ًَةنَس َةَرْشَع ََعبَْرا ُنْباَاَناَو ٍدُُحا َمَْوي معلص ِ  يِبَّنلا َيلَع ُتْضَرَع
 َةَرْشَع َةَسْمَخ ُنْباَاَناَو َِقدْنَخْلا َمَْوي ِهَْيلَع ُتْضَرَعَو يِنَزاََجَأف ًةنَس  
“Saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw. Untuk ikut perang Uhud 
yang waktu itu saya baru berumur empat belas tahun, beliau tidak 
mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepda beliau tatkala 
perang Khandaq, waktu itu umurku lima belas tahun, dan beliau 
membolehkan aku (untuk mengkuti perang)”.8 
 
Memerhatikan dari kedua hadis di atas tersebut, dapat diambil pemahaman 
bahwa batas usia kawin lima belas tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak 
laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki tealh mengeluarkan air 
mani melalui mimpi basah. Adapun bagi perempuan, usia Sembilan tahun untuk 
daerah seperti Madinah, telah dinggap memiliki kedewasaan. Ini didsarkan 
kepada pengalaman Siti ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulallah Saw: 
 ِهَو اَِهب َيَنبَو ٍ  تِس ُتِْنب َيِهَو ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر اَهَج َّوََزت ُتِْنب َي
.)ملسم هاور( َةَرْشع ِناََمث ُتِْنب َيِهَو َتاَمَو ٍعْسِت 
                                                 
7 Al-Shan’any, Subu al-Salam, Juz 3, (Kairo: Dar al-Ihya’ al-Turats al-Araby, 1379 H/1980 M), 
179. 
8 Ibid. 



































“Rasulallah Saw menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, 
dan beliau memboyong ketika ia berusia Sembilan tahun, dan beliau wafat 
pada waktu dia berusia delapan belas tahun”. (Riwayat Muslim).9 
 
 
Atas dasar hadis di atas tersebut juga beliau memberikan pernyataan 
bahwa dalam kitab Kasyifah al-saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (baligh)-
nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur lima belas tahun bagi laki-
laki dan perempuan haid (menstruasi) atau Sembilan tahun. Ini dapat dikaitkan 
juga dengan perintah Rasulallah Saw. Kepada kaum muslim agar mendidik 
anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada 
saat sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.  
Jadi adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan belas 
tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan pada nash hadis 
di atas. Kendatipun demikian kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat 
yang berwenang untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep 
pembaruan hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah, diperlukan waktu dan usaha 
terus menerus. Maksudnya, pendekatan konsep mashlahah mursalah dalam 
formulasi Hukum Perdata Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat 
sebagai subjek hukum dapat diterima dan menjalankan dengan suka rela.  
Memang dalam menyikapi peoblematika seperti ini tidaklah mudah, di 
satu sisi kita harus taat pada peraturan Undang-undang sebagai mana perintah 
menaati ulil amri, di sisi lain sebagai tokoh agama dalam masyarakat kita harus 
bijaksana dalam menangani kasus seperti ini demi kemaslahatan masyarakat di 
zaman seperti sekarang ini.  
                                                 
9 Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, Mjld. 1, (Jakarta: Dar al-Ihya’ al-Turats al-Araby, tt.), 595. 



































Di samping itu juga, dalam pemahaman terhadap nash utamanya yang 
dilakukan oleh Rasulallah Saw. Pada saat menikah dengan ‘Aisyah, juga perlu 
dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting 
dipahami karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan 
keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. Dalam penutupan penjelasan beliau 
menyatakan bahwa: “Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam 
kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia 
yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan ijtihad penerapan hukum Islam di 
Negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-
menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam 
dilakukan melalui yurispudensi di Pengadilan Agama”. Wallahu a’lam bi al-
shawab.10  
Sedangkan dalam persepsi lain, beliau menjelaskan dalam lebih dalam 
prespektif disiplin ilmu fikih. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus 
memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum syara’ 
guna untuk mencapai kemaslahatan. Karena dalam penetapan batas usia kawin 
agama tidak secara tegas menentukan batas usia kawin dalam kaitannya dengan 
umur calon mempelai, kapan dan umur berapakah calon mempelai dapat 
melangsungkan perkawinan. Hanya saja para ulama menyepakati, bahwa yang 
mutlak harus terpenuhi adalah adanya sifat ‘aqil dan baligh pada kedua calon 
mempelai. Sebab seseorang yang telah ‘aqil dan baligh berarti telah menjadi 
ahliyyah al-ada>’ yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syari’at 
                                                 
10Wawancara, Makinuddin, Karas 1 Juni 2019. 



































seperti muamalah dan transaksi, dalam hal ini juga memasukan dalam segi 
perkawinan. Sebagaimana yang telah di kutip dari pendapat Wahbah al-Zuhaily:11 
 اك ا  مإو ةصقان ا  مإ بوجولا ة يلها لثم ءادلأا ة يلها : ءادلأا ة يلها تلااح
 تاف  رصتلاو تلام اعدلا رئ اس ف ق وتت ىتلا يهو ,زييمتلا  نس دعب ,ةلم
.ة يعرشلا فيل اكتلا ة يقبو 
 “Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang 
pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang 
disepakati adalah adanya ihtilâm bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma 
baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan”.    
 





لۡٱ ُمُكنِم ُلََٰف يط
َ ي




لَّٱ َنَذي  ٔٔ ِم ن
  ۦِِهتَٰ َياَء يمَُكل ُ ذللَّٱ ُ ِ  يَّبُي َِكلَٰ َذَك ۡۚ يمِِهليبَق ٱَو ُ ذللَّ  َح ٌمِيلَع ٞميِك٥٩  
“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta 
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.12 
 
Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi: 
 َّتَح ِِمئ اَّنلا ِنَع ٍَثَلاث ْنَع َُمَلقلا َِعفُر ِنَعَو َقْيَِفي ىَّتَح ِنُْونْجَمْلا ِنَعَو َظِقَْيتَْسي ى
)ةعبرلأا هاور( َمَِلتَْحي ىَّتَح ِ  يِبَصلا 
 “Terangkat tanggungjawab seseorang dari hal: orang yang tidur hingga ia 
bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi 
basah (dan mengeluarkan air mani/ihtilam)”. (Riwayat Imam empat).13 
 
Adapun dasar dijadikannya haidl sebagai tanda baligh adalah khabar yang 
berbunyi: 
                                                 
11Wahbah Al-Zuhaily, Mausȗ ‟ah Al-Fiqh Al-Islȃmy Wa Al-Qadhȃyȃ Al-Mu‟ȃshirah, Juz 13, 
(Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), h. 562-563. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an...,575. 
13 Al-Shan’any, Subu al-Salam, Juz 3, (Kairo: Dar al-Ihya’ al-Turats al-Araby, 1379 H/1980 M), 
179. 



































 ٍةأرما ةلاص الله لبقي لا :لاق ملسو هيلع الله ىلص ّيّبنلا ّنأ ةشئاع نع
)ئاّسنلا لاإ ةسمخلا هاور( ٍرامحب لاإ تضاح دق 
 “Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 
Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah haidh kecuali 
ia menggunakan khimar”. (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali 
Imam al-Nasa‟i).14 
 
Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui 
dengan batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan tanda-tanda baligh secara 
fisik pada diri seorang anak, maka dapat disandarkan pada batasan usia yang pada 
hal ini ulama memiliki berbagai versi pendapat, sebagaimana disampaikan oleh 
Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini. 
 ىف ًةنس ةرشع ٍسمخب ُقَّقحتي ِ نَّسل اِب غُوُلبلا َّنإ :ُةلب انحلاو ُةَّيعفاشلا لاقو
 َنامث :ُةَّيفنحلا لاقو ,ًةنس ةرشع عبس :ُةاَّيكل املا لاقو ,ِةيراجلاو ملاغلا
 َةرشع شمخ :ُةَّيماملإا لاقو ,ِةيراجلا ىف ةرشع عبسو ,ِملاغلا ىف ةرشع
ير اجلا ىف ٌعستو ,ِملاغلا ىف.ِة  
 “Pada penggalan keterangan dalam kitab Al-Fiqh „Alâ Al- Madzâhib Al-
Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwakategori 
baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah 
akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama 
Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama 
Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk 
perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk lakilaki dan 9 
tahun untuk perempuan”.15 
 
Maka dari itu, tidak heran jika dalam penetapan batas usia kawin masih 
terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, meskipun dalam Undang-undang di 
Indonesia telah ditetapkan sebagaimana mestinya guna kemaslahatan yaitu bagi 
laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun. Akan tetapi, tegas beliau memang dalam 
                                                 
14 Muhammad Ali Al-Syaukani, Nail Al-Authaar, Juz II, Kitab Digital Maktabah Syamila. 
15 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh „AlāAl-Madzāhib Al- Khamsah, (Teheran, Muassasah 
Al-Shādiq Li Ath-Thibā‟ah Wa An-Nasyri, 1998), hlm. 240. 



































usia perkawinan tidak dapat disamakan dengan zaman Rasulallah, seperti ukuran 
kedewasaan. Memang sudah ditentukan baligh. Tapi dalam era Rasullah para 
sahabat dan khususnya Rasulallah telah memahami betul akan esensi perkawinan. 
Akibat hukum dari perkawinan tersebut. Namun, di zaman sekarang ini dengan 
teknologi yang semakin maju dan pengaruh pergaulan bebas memaksa para ulama 
harus benar-benar mempertimbangkan akibat hukum dari suatu perbutan.  
Disadari ataupun tidak, pengaruh dari media sosial dan internet anak di 
zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan 
dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-
hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Dan dari hal tersebut akan 
berdampak pada pergaulan anak dan melakukan perzinaan atas dasar suka saling 
suka. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk segera 
menikahkan calon pengantin demi menghindari pergaulan bebas terlebih pada 
perzinaan. Apalgi pada santriwan satriwati. Kami selalu membekali bahwa jika 
memang gejolak untuk menikah tidak dapat ditahan lagi (sudah taraf wajib untuk 
menikah) hekdaklah menikah. Meski belum cukup umur sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang maupun Kompilsi Hukum Islam. Karena jika 
tidak segera dinikahkan jika terjadi hal-hal yang sangat tidak diingunkan beliau 
juga akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Sebab, dalam beberapa 
kasus telah terjadi hal yang demikian.  
Namun, tegas beliau jika sudah dinikahkan secara syari’at alangkah 
baiknya dan ini juga diharuskan beliau, ketika penganntin telah mencapai batas 
usia kawin yang sudah ditentukan hendaklah dilaporkan maupun diakadkan lagi di 



































Kator Urusan Agama dan di depan pegawai pencatat perkawinan guna sebagai 
mendapat perlindungan hukum dari Negara.16 
Sebagaimana pelaku nikah dini, para orang tua juga sesungguhnya belum 
mengerti apa arti pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Bahkan   
mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan di negara kita 
yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah 
tidak bergantung dari faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah 
menemukan pasangan yang cocok dan sudah dikatakn baligh maka menikah 
adalah hal biasa dan wajar-wajar saja, atau juga karena si anak perempuan sudah 
hamil duluan, atau untuk menghindari gunjingan tetangga. Bahkan ada juga yang 
berpendapat bahwa nikah dini adalah nikah yang merepotkan orang tua. Ada 
korelasi antara tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Dan juga dalam 
pemikiran masyarakat didominasi oleh para tokoh Agama serta pemahaman 
model pesantren salaf. 
 
 
C. Pelaksanaan Persepsi Batas Usia Kawin di Desa Karas Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 
Dalam problematika yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan 
pelaksanaan persepsi batas usia kawin di masyarakat Desa Karas Kecamatan 
Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, berdasarkan hasil penelitian yang 
penulis dapatkan, sebagian besar masyarakat telah menerapkan batas usia kawin 
yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Akan tetapi, 
                                                 
16 Wawancara, Agus Purnama, Rembang 2 Juni 2019. 



































masih terdapat dari sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah 
umur (dini) dengan berbagai alasan faktor penyebab dan latar belakang 
melakukan pernikahan dini. Dalam arti bahwa sebagian masyarakat belum 
sepenuhnya menerapkan batas usia kawin yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.  
Dalam keterangan yang penulis didapati dari modin setempat, adanya 
dispensai perkawinan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap 
aturan Undang-undang batas uasia kawin. Dalam hal ini yaitu pengajuan 
dispensasi perkawinan tersebut, Hakim cenderung memilih mengabulkan 
permohonan tersebut. Karena di dalam mengabulkan permohonan dispensasi 
perkawinan juga mempertimbangan hal-hal yang mengharuskan untuk 
melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. Pengadilan Agama dalam 
mengabulkan izin perkwinan usia dibawah umur yang melalui dispensasi 
perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak permohonan tersebut. 
Hal tersebut dilakukan guna melindungi kemaslahatan. Terutama apabila 
perkawinan para wanita hamil diluar nikah. Pengabulan permohonan dispensasi 
perkawinan tersebut hanya untuk melindungi hak dari wanita yang telah hamil 
diluar nikah, dengan adanya kemaslahatan. Keadilan bagi wanita hamil. Dalam 
hal ini keterangan dari narasumber menganalogikan dengan ibaratkan mobil yang 
di dalamnya terdapat orang sakit yang harus segera di bawa ke rumah sakit, akan 
tetapi disana ada rambu lampu lalu lintas yang mengharuskan untuk berhenti. 
Namun, karena di dalamnya terdapat orang sakit yang harus segera di bawa ke 
rumah sakit maka mobil tersebut harus melanggar rambu lalu lintas. 



































Dilakukannya hal tersebut tidak lain hanya untuk kemaslahatan orang sakit yang 
terdapat dalam mobil agar segera ditangani di rumah sakit. Sama halnya dengan 
wanita hamil dan maka yang ada dikandungannya yang harus dipertahankan 
haknya dan mendapatkan keadilan untuk melangsungkan perkawinan.17   
Akan tetapi, dalam keterangan lain dari masyarakat yaitu responden yang 
menikah dibeberapa tahun lalu memberikan keterangan bahwa pada waktu itu 
mereka menikahkan anaknya yang belum mencukupi umur sebagaimana yang 
telah ditentukan dalam Undang-undang Perkwinan maupun Kompilasi Hukum 
Islam terdapat manipulasi data dari pihak pelaku terhadap umur supaya dapat 
melakukan sebuah perkawinan. Di samping itu dalam penyimpangan terhadapa 
ketentuan Undang-undang Perkawian No. 1 tahun 1974 terdapat masyarakat yang 
hanya melaksanakan perkwinan dengan cara keagamaan saja, sesuai dengan 
pelaksanan persepsi masyarakat setempat yang cenderung pada pemahanan agama 
(fikih klasik) tanpa mencatatkan pada Kantor catatan sipil atau Kantor Urusan 
Agama. Akan tetapi untuk untuk sekarang sendiri pemerintah jauh lebih kolektif 
dan selektif dalam menaati aturan yang sudah ditetukan.18 Dalam keterangan yang 
penulis dapati dari salah satu petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang Jawa Tengah mempertegas bahwa dari pihak Kantor Urusan 
Agama sekarang lebih tersistem dan sudah teratur guna untuk mencagah 
terjadinya manipulasi data dalam melaksanakan perkawinan dan bahkan jarang 
terdapat hal yang tejadi umur yang ada tidak sesuai dengan identitas asli calon 
                                                 
17Wawancara, Abdul Rokhim, Modin Nikah (Penghulu) Desa Karas, 3 Juni 2019. 
18 Wawancara, Responden Pelaku Perkawinan Usia di Bawah Umur, Karas 3 Juni 2019. 



































mempelai. Di samping itu, dari pihak KUA juga memberikan aturan bahwa berkas 
harus dilengkapi dengan ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD).19 
Jadi dari pemeparan di atas dapat diambil kesmipulan bahwa dari beberapa 
keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara tentang pelaksanaan 
persepsi masyarakat tentang batas usia perkawian sudah mulai terimplementsikan 
seiring dengan terjadinya gejala-gelaja yang terdapat dalam masyarakat, sehingga 
dari pihak KUA memberikan aturan guna untuk mencegah maraknya pernikahan 
di bawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 
tahun 1974 maupun Kompilsi Hukum Islam. 
Dari keterangan yang penulis dapatkan mengenai pelaksanaan persepsi 
masyarakat tentang batas usia kawin di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah, dalam pelaksanaannya masyarakat telah melaksanakan 
perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan mengenai syarat-dan rukun nya. 
akan tetapi dalam hal batas usia kawin terdapat beberapa masyarakat yang telah 
menyimpang atau melanggar dari peraturan Undang-undang Pekawinan No. 1 
tahun 1974 tentang batas usia kawin. Karena yang menjadi ukuran batas usia 
kawin masyarakat yang telah menyimpangnya terdapat beberapa faktor yang 
melatar belakangi sehingga terjadinya pernikahan di bawah usia sangat bervariasi 
dianatranya adalah faktor pemahaman tentang Agama yang masih didominasi 
pemahan fiqh klasik ala pesantren, faktor perjodohan yang ingin melanggengkan 
hubungan (tradisi), serta faktor lain yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu 
MBA (Married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang 
                                                 
19 Wawancara dari salah satu petugas Kantor Urusan Agama, Sedan 3 Juni 2019. 



































laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena 
perempuan telah hamil duluan di luar nikah.20 Dalam rangka memperjelas status 
anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal 
ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih 
berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini 
akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil 
seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar. 
Secara lebih detail faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya 
pernikahan dini menurut hasil wawancara penulis dapatkan yaitu faktor Internal: 
1. Faktor Orang Tua 
Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan 
karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang 
tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya 
terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif karena ingin 
melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan 
anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya menjodohkan anaknya 
dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak 
jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh keluarga.21 
2. Faktor kemauan sendiri 
Dalam hal ini terdapat dua versi dari keterangan pelaku 
perkawanina yang tidak menerpakan batas usia kawin dalam Undnag-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pertama, adalah terjadi pada 
                                                 
20 Irne W. Desiyanti, “Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada 
Pasangan Usia Subur”, vol. 5, no. 2 (April 2005), h. 287. (Diakses 05 Mei 2016). 
21 Wawancara, Kodri, orang tua pelaku perkawinan dini, 7 juni 2019. 



































seorang remaja (laki-laki) yang telah mapan dalam ekonomi dan umur 
yang telah memenuhi ketentuan. Akan tetapi dari pihak perempuan 
yang belum cukup umur. Kasus disini biasanya karena selama masa 
pacaran yang mana dari pihak perempuan masih dalam dunia 
pendidikan (sekolah SMP/MTS) telah menjalin hubungan dengan 
calon pengantin laki-laki, yang mana selama menempuh pendidikan 
dibangku sekolah pihak perempun telah banyak dibantu oleh pihak 
laki-laki dalam segi biaya. Dan dengan pertimbangan karena sudah 
merasa mampu dalam materi akhirnya memutuskan menikah setelah 
dari pihak perempuan lulus dari sekolah. Dengan jalan seperti yang 
telah dijelaskan di atas tersebut yaitu memanipulasi data dari pihak 
perempuan akhirnya mereka dapat melaksanakan perkawinan seperti 
sebgaimana yang telah ditentukan syrat dan rukunya.22 
Kedua, terjadi pada pasangan para alumni pondhok pesantren. 
Yang mana dalam pemahamannya tentang keilmuan atau pengetahuan 
fiqih masih sangat didominasi oleh kitab-kitab klasik yang telah 
diajarkan dipesantren-pesantren setempat. Maka tidak heran jika di 
tempat tersebut jika telah dinyatakan sudah baligh dalam agama orang 
tua dapat menikahkan anaknya walaupun dengan nikah dibawah 
tangan (tanpa dicatatkan). Selain itu, dari keterangan pelaku dalam 
melakukan perkawinan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Dengan 
keilmuan agama yang mendominasi bahwa niyat baik harus 
                                                 
22 Wawancara, Abdul Kholis, Pelaku perkawanan di bawah usia, Karas 7 Juni 2019. 



































disegerakan. karena pelaku yakin setalah menikah akan membuat 
hidup sekain berkah dan insyaallah akan terpenuhi segala 
kebutuhannya, sebagaimana yang telah dijanjikan-Nya.23 “Dan 
nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sehayamu 
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan 
Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui”. (Qs. An-
Nur ayat 32).24 Selain itu juga gejolak dari diri yang tidak dapat 
ditahan lagi, mereka perpedoman pada hadis Rasul yang di riwayatkan 
oleh Bukhari dan Muslim), “Wahai para pemuda, barangsiapa yang 
telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan lebih 
menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, jika belum 
mampu harap berpuasa, karena berpuasa akan menjadi perisai 
baginya”.25 
Dan pernikahan tersebut biasanya di akadkan oleh pengasuh 
pondhok pesantren maupun tokoh agama setempat yang mana setelah 
akad tersebut ketika telah memenuhi syarat ketentuan batas usia 
perkawinan harus segera dilaporkan guna melakukan pencatatan 
perkawinan maupun akad ulang. 
 
 
                                                 
23 Wawancara, Ahmad Iffan, Peaku Perkawinan di Bawah Usia, Karas 8 Juni 2019. 
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 559. 
25 Al-Hamdani, Risala Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 4. 



































3. Kecelakaan (Married by accident) 
Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan 
hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan 
pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. 
Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab 
untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehinga 
hal ini nantinya akan berdampak pada pernikahan dini, karena mereka 
belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar 
nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah 
mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.26 
Adapun Faktor eksternal anatar lain: 
1. Faktor Pemahaman Agama 
Fenomena pernikahan dibawah usia dalam masyarakat sudah 
menjadi problematika yang sangat serius. Karena dalam sebagian 
masyarat muslim berasumsi bahwa hukum fikih telah menentukan dan 
memberi batasa baligh yang kemudian jika melakukan perkawinan 
dianggap sah oleh agama. Begitu juga dengan masalah yang terjadi di 
Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa tersebut 
sangat terkenal dengan banyaknya pondhok pesantren yang ber-basic 
Salaf (model pesantren salaf). Yang mana dalam pemahaman 
masyarakat tentang keilmuan atau pengetahuan fiqih masih sangat 
didominasi oleh kitab-kitab klasik yang telah diajarkan dipesantren-
                                                 
26 Ibid., Wawancara… 



































pesantren setempat. Maka tidak heran jika di temapat tersebut jika 
telah dinyatakan sudah baligh dalam agama orang tua dapat 
menikahkan anaknya walaupun dengan nikah dibawah tangan (tanpa 
dicatatkan). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, alasan lain dari 
masyarakat adalah anggapan kasus yang marak terjadi sekarang ini 
ialah pernikahan dini dijadikan saran agar anak dapat terlepas dari 
bahaya pergaulan bebas, atau dalam bahasa sekarang LKMD (Lamaran 
Kari Meteng Disek).27 
Selain hal tersebut dari keterangan tokoh agama di Desa Karas 
bahwasanya menjadi tokoh agama dalam masyarakat tidaklah mudah, 
beliau harus mempertimbangkan maslahat bagi masyarakat dan sangat 
menghindari madharat yang akan timbul dalam masyarakat. Seperti 
halnya dalam menyikapi perkawinan. Disisi lain beliau 
mempertimbangkan tentang aturan yang terdapat dapat Undang-
undang, akan tetapi disisi lain juga mendapatkan tanggung jawab atas 
pelaksanaan perkawinan tersebut. Dari keterangan beliau pada zaman 
sekarang ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah melampui 
batas yang tealah ditentukan. Kita telah dididik dari kecil pendidikan 
ala pesantren, tapi disisi lain kita harus dapat menyikapi realitas 
perkembangan zaman. Singkat cerita dalam pandangan beliau bahwa 
jika didapati orang tua yang tealah mendatangi beliau untuk 
menikahkan anakanya, karena jika tidak dinikahkan kekhawatiran 
                                                 
27 Meminjam istilah bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat (julukan yang ditujukan 
kepada pernikahan akibat terlanjur hamil di luar nikah). 



































orang tua yang nanti akan terjadi hal yang tidak diingankan, seperti 
hamil diluar nikah. Di sini tokoh agama yang dimasyarakat setempat 
kemudian hanya mempertimbangkan dari segi syarat rukun yang telah 
ditentukan fiqh tentang batas usia kawin (sudah baligh menurut fiqh). 
Selain itu juga telah didapati dari pihak calon pengantin laki-laki sudah 
mampu dalam hal nafkah (sudah bekerja). 
Karena dalam pandangan tokoh agama di sini jika tidak segera 
dinikahkan tanggung jawab berat ada pada belia setelah diminta oleh 
orang tua wali dari calon pengatin. Maka dari itu, seketika itu juga 
harus segera dinikahkan, jika tidak beliau yang akan bertanggung 
jawab dunia akhirat jika tidak segera dinikahkan. Kemudian untuk 
ceremoni dan dicatatkan di depan pegawai pencatat pernikah itu hanya 
sebagai pelengkap syarat untuk aturan Negara. Di sini beliau 
memberikan contoh seperti halya kita dipasrahi seorang kafir yang 
telah menyatakan untuk memeluk islam (menjadi muallaf). Maka 
seletika itu juga kita harus segera menuntun membaca kalimat 
syahadat. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak 
diingakan. Misalnya kematian (karena kita tidak tau takdir), dan juga 
dikhawatirkan aka nada pengaruh lain yang dapat mempengaruhi niyat 
orang tersebut masuk islam. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa, tokoh agama yan terdapat di Desa 
Karas bukan tidak menaati Undang-undang, namun lebih kepada 



































tanggung jawab dan kemaslahatan dari pihak pengantin orang tua dan 
beliau sendiri yaitu tanggung jawab dunia akhirat.28 
2. Faktor ekonomi 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut dalam latar 
belakang masalah bahwa terjadinya perkawinan di bawah usia adalah 
faktor ekonomi keluarga. Ketika orang tua menikahkan anak 
perempuannya yang masih kategori dibawah umur berkaitan dengan 
pandagan sebagian masyarakat, lebih memilih anaknya yang berstatus 
janda dari pada menjadi prawan tua. Aggapan orang tua kenapa 
menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, sebagaimana yang 
telah dipaparkan dalam media cetak Jawa Pos adalah untuk 
mendapatkan Mahar dan Uang tanpa memikirkan implikasi dari 
pernikahan tersebut. Di samping itu, selain yang telah di jelaskan di 
atas, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini 
adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang esensi dan tujuan dari 
pernikahan. Orang tua hanya menilai bahwa pernikahan hanya untuk 
dijadikan sarana untuk mengais keuntungan dengan mengorbankan 
anak sebagai aset, tanpa memperhitungkan implikasi dari pada 
pernikahan tersebut.29 
Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 
pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan 
cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan 
                                                 
28 Wawancara, Idam Khalid, Karas 9 Juni 2019. 
29 Asumsi dari penulis mendengar dari keterangan msyarakat setempat. 



































pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi 
kesulitan ekonomi keluarga, dengan Analisis Faktor Penyebab 
Pernikahan Dini.30 
Menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, 
Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis dengan laki-laki dari 
keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis 
maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak 
serta beban orang tuanya bisa berkurang, sehingga akan sedikit dapat 
mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang 
rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu 
mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah 
sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan 
harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan 
anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh 
penghidupan yang lebih baik. Bagi orang-orang yang mempunyai 
pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya mencukupi kebutuhan 
keluarga. Tetapi beda halnya dengan orangorang yang tidak 
mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga 
tidak mudah. 
3. Tradisi Keluarga 
Kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak 
dikatakan perawan tua Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat 
                                                 
30 Wawancara, Masjuk, Pelaku Perkawinan di Bawah Usia, Karas 8 juni 2019. 



































ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada 
usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak 
yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi 
tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya 
didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa 
dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting 
adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah 
selayaknya dinikahkan.31 
4.  Kebiasaan dan Adat Istiadat  
Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin 
menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya 
keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada 
putrinya walaupun masih dibawah usia terkadang dianggap 
menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua  menikahkan 
putrinya, menurut orang tua pelaku pernikahan dini.32 
Demikianlah yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara 
dilapangan. Yang mana dari sebagian masyarakat dalam pelaksanaannya telah 
menerapkan batas usian kawin yang telah di atur dalam Undang-undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan 
perkawinan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentuka dalam Undang-
undang tersebut atau melaksanakan perkawinan sesuai dengan persepsi 
                                                 
31 Wawancara, Mbah Dalang, Juru Kunci Desa Karas, 8 Juni 2019.  
32 Wawancara, Sumardi, Orang Tua Pelaku Perkawinan di Bawah Usia, Karas 9 Juni 2019. 



































masyarakat tentang batas usia kawin, yaitu hanya berdasar pada hukum fikih 
klasik. 
Dengan berbagai macam argumentasi dan faktor penyebab yang telah 
dijelaskan di atas tersebut, antara lain adalah faktor pemahaman terhadap agama 
yang masih didominasi oleh pemahan fikih klasik, yang mana dalam 
pelaksanaanya masyarakat telah melaksanakan perkawinan hanya sebatas pada 
ketentuan syari’at (fikih), jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, masyarakat 
telah menganggap perkawinan terebut sah secara agama tanpa memerhatikan 
batas usia kawin yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 
tahun 1974. Serta berbagai faktor yang telah melatar belakangi terjadinya 
perkawinan dini (belum memenuhi batas usia kawin dalam Undang-undang). dan 
jelas ini nsalah satu tindakan yang menyimpang dari peraturan dan tidak sesuai 
dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 
1974. 




































PELAKSANAAN PERSEPSI BATAS USIA KAWIN MASYARAKAT 
DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBNAG JAWA 
TENGAH DALAM SOSIOLOGI 
 
A. Persepsi Masyarakat Masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah tentang Batas Usia Kawin Dalam Sosiologi 
Salah satu perintah dalam Agama adalah dianjurkannya sesorang untuk 
menikah. Meskipun dalam keterangan syari’at terdapat beberapa hukum untuk 
menikah, yaitu: Wajib, Sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dalam al-Qur’a>n 
maupun as-Sunnah banyak sekali yang menerangkan tentang pernikahan, bahkan 
peruntun dari awal khitbah sampai akhir sebuah pernikahan. Hal tersebut 
menunjukan bahwa Allah SWT telah memberikan aturan-aturan tentang 
perkawinan, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan serta konsekuensi 
hukum yang diterima oleh seseorang yang melaksankan yang melaksaknakan 
perkawinan. Namun, al-Qur’a>n dan as-Sunnah pada dasarnya tidak memberikan 
kepastian secara definifif mengenai batasan usia dalam memasuki ikatan 
perkawinan bagi calon mempelai. 
Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan kesempatan 
kepada para Mujtahid dan Mufassirin untuk berijtihad memahami secara 
mendalam serta mempelajari pengertian yang dimaksud dari beberapa ayat-ayat 
tentang pernikahan yang terdapat di dalam al-Qur’a>n maupun as-Sunnah yang 
membicarakan tentang perkawinan. Sebagaimana yang sudah tertera dalam latar 
belakang masalah bahwa tentang batas usia perkawinan dari beberapa syarat dan 



































rukun perkawinan yang telah disepakti untuk menjadi ukuran diperbolehkannya 
melakukan perkawianan ialah calon mempelai harus sudah Baligh. Ulama fiqh 
berpendapat bahwa ukuran Baligh bagi perempuan adalah ketika perempuan 
tersebut sudah mengalami haid (menstruasi), sedangakan laki-laki dikatakan 
Baligh  apabila dia sudah mengalami mimpi basah.1  
Namun, Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah beberapa 
pemikiran tentang pemberlakuan hukum islam bagi umat yang beragama islam 
khususnya di Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yang termuat dalam 
Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia kawin laki-laki adalah 19 tahun dan 
perempuan adalah 16 tahun.2 Juga diatur dalam Undang-undang Perkwinan 
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang bebunyi: “perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.3 Akan tetapi, sering kali 
implementasi dari undang-undang pun tidak efektif dan terpatahkan oleh gejala-
gejala sosial seperti pemahaman yang masih terdonminasi oleh pemahaman kitab 
fikih klasik, adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok 
masyarakat. 
Fenomena pernikahan dibawah usia dalam masyarakat sudah menjadi 
problematika yang sangat serius. Karena dalam sebagian masyarat muslim 
berasumsi bahwa hukum fikih telah menentukan dan memberi batasa baligh yang 
kemudian jika melakukan perkawinan dianggap sah oleh agama.  
                                                 
1 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 11 
2 Kompilasi Hukum Islam., Bab VI: Rukun dan Syarat Perkawinan, pasal 15. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 59.  



































Begitu juga yang penulis dapatkan dalam wawancara pada tokoh agama 
(ualama setempat) mengenai pandangan ulama masyarakat terhadap batas usia 
kawin dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Terdapat dua 
pendapat. Dari pendapat yang pertama yang penulis dapatkan ialah pendapat yang 
dapat dikategoran mengambil jalan tengah tentang batas usia kawin dalam 
Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.  
Sebagaimana yang terdapat dalam bab (III), yaitu dari penjalasan beliau 
mengenai batas usia kawin, bahwa masalah tentang batas usia kawin 
penentuannya dalam Undang-undang Perkawianan maupun dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah besifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih 
yang dirumuskan ulama terdahulu. Lebih lanjut dalam pandangan beliau 
mengenai batas usia kawin secara metodologis, langkah penentuan usai kawin 
didasarkan kepada metode mashsalahat mursalah. Namun demikian karena 
sifatnya ijtihadiyah, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat 
kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang 
usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 
tahun untuk perempuan, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat 
(2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap terhadap ayat (1) pasal ini 
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.4  
 Dalam hal ini beliau berkomentar bahwa Undang-undang Perkawinan 
tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa melangsungkan 
                                                 
4 Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Surabaya: Arloka, t.t), 8. 



































perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua uluh satu) tahun harus 
mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan 
perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
Bedanya jika kurang dari 21 tahun diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 
19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini yang kemudian di sisi lain dijadikan 
pertimbangan oleh para tokoh Agama setenpat jika telah di pasrahi untuk menga-
akad-kan pasangan calon pengantin oleh para orang tua calon pengantin.  
Analisis penulis terhadap komentar beliau yang menganggap bahwa 
Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, berkaitan dengan pasal 7 ayat 1 yang 
berhubungan dengan pasal 6 ayat 2 serta pasal 7 ayat 2 dan dikuatkan oleh 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2, maka terkesan tidak terdapat ketegasan 
hukum bagi yang ingin melaksanakan perkawinan bila belum mencapai umur 
yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Usia perkawinan sebagaimana 
yang dimaksud di atas terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Bab 2 tentang 
Syarat-sayarat perkwinan, dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 ini ditegaskan bahwa 
untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas 
umur untuk menikah. Maka pasal tersebut sangat erat hubungannya dengan pasal 
6 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua 
norang tua”.5 Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa pada usia dalam 
ketetapan pasal 7 ayat 1 dipandang belum dewasa dan masih di bawah umur. 
                                                 
5 Ibid., 7. 



































Dapat dipahami bahwa, usia pria mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan 
wamita 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan maksud pada pasal 6 
ayat 2, dan sebagai konsekuensinya yaitu tercermin dari maksud pasal 7 ayat 2 
dan ayat 3, yang menyatakan:6 (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal 
ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) ketentuan-
ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 
6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalm hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat 6. 
Penulis menilai dengan adanya batasan usai kawin, hal ini dimaksudkan 
bahwa usia pernikahan menjadi bagian inheren dengan tujuan memberi kesan 
bahwa pernikahan memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensai diberikan 
dengan hal-hal praktis atau bersifat kasuistik, sedangkan usia harus ditetapkan 
dengan konsekuensi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengelimir 
kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak. 
Kemudian dari pada itu, meskipun dari pendapat beliau sempat 
mengomentari tentang ketidak konsistensi Undang-undang mengenai batas usia 
kawin, akan tetapi didukung oleh analisis penulis bahwa beliau menegaskan 
dalam akhir pendapat beliau bahwa memang dalam menyikapi problematika 
seperti ini tidaklah mudah, di satu sisi kita harus taat pada peraturan Undang-
undang sebagai mana perintah menaati ulil amri, di sisi lain sebagai tokoh agama 
                                                 
6 Ibid., 8. 



































dalam masyarakat kita harus bijaksana dalam menangani kasus seperti demi 
kemaslahatan masyarakat di era zaman seperti sekarang ini.  
Di samping itu juga, dalam pemahaman terhadap nash utamanya yang 
dilakukan oleh Rasulallah Saw. Pada saat menikah dengan ‘Aisyah, juga perlu 
dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting 
dipahami karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu disbanding dengan 
keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. Dalam penutupan penjelasan beliau 
menyatakan bahwa: “Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam 
kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia 
yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan ijtihad penerapan hukum Islam di 
Negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-
menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam 
dilakukan melalui yurispudensi di Pengadilan Agama”.   
Jadi, jika dikaitkan dengan pemaparan teori yang terdapat dalam bab (II) 
ditinjau dari segi sosiologisnya yang mana pendapat beliau telah menjdi salah satu 
faktor atas tindakan masyarakat. Penulis memasukan pendapat beliau dalam bagi 
tipe tindakan rasional instrumental. Yang mana dalam penjelasan dari tindakan 
rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 
dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat 
yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.  Sebab, dari penjelsan beliau yang 
menjelaskan mulai dari dasar al-Quran dan as-Sunnahnya, akan tetapi dalam 
kesimpulan beliau, beliau memberikan penagasan bahwa masalah tentang batas 
usia kawin penentuannya dalam Undang-undang Perkawianan maupun dalam 



































Kompilasi Hukum Islam adalah besifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan 
pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Serta dalam menyikapi 
problematika seperti ini tidaklah mudah, di satu sisi kita harus taat pada peraturan 
Undang-undang sebagai mana perintah menaati ulil amri, di sisi lain sebagai 
tokoh agama dalam masyarakat kita harus bijaksana dalam menangani kasus 
seperti demi kemaslahatan masyarakat di era zaman seperti sekarang ini. Dan 
penting dipahami karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu di banding 
dengan keadaan sekarang, jelas sudah berbeda. Dalam penutupan penjelasan 
beliau menyatakan bahwa: “Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam 
kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia 
yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan ijtihad penerapan hukum Islam di 
Negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-
menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam 
dilakukan melalui yurispudensi di Pengadilan Agama”. 
Oleh sebab itu, dari penjelasan belia yang telah mengombinasika antara 
dua aspek fikih dan Undang-undang merupakan usaha yang strategis untuk dapat 
menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya pernikahan di bawah usia dalam 
masyarakat. Hal yang kemdian dalam padangan penulis bahwa penjelasan beliau 
dan teori yang dipaparkan di bab (II) tindakan Rasional Instrumental nilai sangat 
beterkaitan dan termasuk dalam tindakan Rasional Instrumental. 
 Dari penjelsan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa ini 
menunjukan penanaman konsep pembaruan hukum Islam yang bersifat 
ijtihadiyah, diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Maksudnya, pendekatan 



































konsep mashlahah mursalah dalam formulasi Hukum Perdata Islam di Indonesia, 
memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat diterima dan 
menjalankan dengan suka rela. Oleh karena itu, pentingnya sosiologi hukum 
dalam upaya mengitrodusir pembaruan hukum Islam, mutlak diperlukan. 
Sedangakan dalam persepsi yang kedua, bahwa pendapat tersebut lebih 
cenderung kepada konsep bagian tipe tidakan sosial yang ke-2. Yaitu tindakan 
Rasional Nilai, yang mana dalam bab (II) dijelaskan tindakan rasional nilai 
adalah tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut 
dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangan secara sadar adalah alat untuk 
mencapai tujuan.7 Karena dalam analisis penulis, dalam keterangan beliau bahwa 
disadari ataupun tidak, pengaruh dari media sosial dan internet anak di zaman 
sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks 
dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal berbau 
seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Dan dari hal tersebut akan berdampak 
pada pergaulan anak dan melakukan perzinaan atas dasar suka saling suka. Hal 
inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kami (tokoh agama) untuk segera 
menikahkan calon pengantin demi menghindari pergaulan bebas terlebih pada 
perzinaan. Apalgi pada santriwan-satriwati. Kami selalu membekali bahwa jika 
memang gejolak untuk menikah tidak dapat ditahan lagi (sudah taraf wajib untuk 
menikah) hekdaklah menikah. Meski belum cukup umur sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang maupun Kompilsi Hukum Islam. Karena jika 
tidak segera dinikahkan jika terjadi hal-hal yang sangat tidak diingunkan beliau 
                                                 
7 Damsar, Pengatar Teori Sosiologi., 118. 



































juga akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Sebab, dalam beberapa 
kasus telah terjadi hal yang demikian. 
Dari hal di atas tersebut, dapat dilihat kaitannya dengan teori tindakan 
sosial bagian tipe yang ke dua yaitu rasional nilai karena sebagaiaman penjelasan 
beliau bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan meskipun belum cukup umur 
secara undang-undang adalah sarana untuk mencegah sesutu yang tidak 
diinginkan. Beliau berpendapat jika dengan perkwinan, maka masalah-masalah 
tersebut setidaknya dapat teratasi. Penjelsan di atas tersebut juga dapat dikaitkan 
dengan contoh dalam tindakan rasional nilai. Misalnya, memeberikan sedekah dan 
infaq dikalangan umat islam, dapat dilihat dari tindakan rasional nilai. Menjadi 
hamba Allah yang di Ridloi dan meraih surga. Begitu juga dalam penjelasan 
beliau bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan Ridlo Allah, dan akan 
menghindari dari larang-larang syar’at yang di munkari oleh Allah. Pilihan untuk 
menikah ini sebagai alat untuk meraih tujuan yang berorientasi kepada nilai 
absolut dan nilai akhir tersebut tidak bisa dinilai apakah lebih efisien dan efektif 
di bandingkan dengan harus menunggu calon mempelai cakap umur dalam 
ketentuan Undang-undang.  
Disini jika penulis analisis dari pendapat beliau bahwa sepertinya telah 
terjadi kontra antara agama dengan negara mengenai batas usia kawin. 
Perkawinan yang dilakukan kurang dati batas minimal Undang-undang, secara 
hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah usia menurut negara 
dibatasi umur. Sementara dalam kaca mata agama perkawinan di bawah usia ialah 
pernikahan yang dilakukan oleh seseorang atau calon pengatin yang belum baligh. 



































Meskipun dalam akhir pendapat beliau menjelaskan jika sudah dinikahkan 
secara syari’at alangkah baiknya dan ini juga diharuskan beliau, ketika 
penganntin telah mencapai batas usia kawin yang sudah ditentukan hendaklah 
dilaporkan maupun diakadkan lagi di Kator Urusan Agama dan di depan pegawai 
pencatat perkawinan guna sebagai mendapat perlindungan hukum dari Negara.  
Namun, dalam pendapat penulis, dengan pertimbangan secara normative 
dan kasuistik, penulis sependapat dengan para ulama yang memperbolehkan 
perkawinan di bawah usia dalam konsteks kondisi masyarakat di zaman dulu. 
Akan tetapi penulis tidak sependapat jika hal tersebut diterapkan dalam masa 
sekarang ini, di mana masa telah berubah, tidak dapat disamakan dengan kondisi 
masa yang dulu. Teori tidak lahir dalam keadaan atau ruang hampa sosial. 
Sebaliknya teori muncul sebagai reaksi terhadap dinamik dan perkembangan yang 
terjadi dalam masyarakat. Demikian juga dalam penentuan hukum kita tidak dapat 
terlepas tekstual, akan tetapi dalam penetapan hukum kita juga tidak bisa terlepas 
dengan kontekstualnya (fatwa akan berubah dengan berubahnya masa dan 
keadaan) atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan (tahapan hukum) “tadriju 
al-hukm”. Karena jika perkawinan usia dini di masa dulu itu penting dan tidak 
membahayakan, tetapi jika diterapkan di masa sekarang ini akan menyebabkan 
mdharat yang lebih besar. Meskipun di sisi lain juga guna untuk menghindari 
madharat, yang mana esensi dan tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat 
tercapai sebagaimana mestinya (secara kasuistik). 
Menurut hemat penulis kewajiban orang tua adalah mendidik anak, 
mempersiapkan merekan agar dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah 



































tangga, sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka 
yang belum mengetahui akan esensi, tujuan dan akibat hukum dari ikatan dalam 
perkawinan. 
Sebagaimana pembahasan di awal, bahwa Undang-undang Perkawinan 
menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan 
akad pernikahan, harus benar-benar telah masak secara fisik maupun psikis 
(rohani) atau sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera 
dalam pengertian perkawinan iti sendiri pada Undang-undang No. 1 tahun 19974 
tentang perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.8 
Dan berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standart yang 
digunakan adalah penetapan batas usia kawin (nikah). Yakni terdapat dalam pasal 
7 ayat (1): “Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun”.9 
 
B. Pelaksanaan Persepsi Batas Usia Kawin Mayarakat Desa Karas Kecamatan 
Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah Dalam Sosiologi 
Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan 
mengenal orang lain melalui perilaku manusia tersebut selalu terkait dengan orang 
                                                 
8 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arloka, t.t), 5 
9 Ibid., 8 



































lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melakukan sesutu dipengaruhi 
faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma 
masyarakat, dan keinginan mendapat respons positif dari orang lain (pujian).10 
Akan tetapi, dalam masyarakat telah terjadi gejala-gejala yang mana dalam 
penerapan norma atau aturan masih terdapat dari msyarakat yang masih tidak 
patuh terhadapnya. Hal ini menunjukan bahwa penting halnya untuk melakukan 
penelitian berkenaan dengan hukum dan gejala sosial.  
Lebih lanjut dalam pendapat Soerjono Sukanto mengungkap bahwa rule of 
law berarti persamaan didepan hukum, yaitu setiap warga negara harus tunduk 
kepada hukum. Demikian pengertian yang dapat dipahami dari suatu negara 
hukum. Namun demikian, terdapat kecerendungan keterkaitan antara hukum 
dengan geajala-gejala sosial, dalam hal ini stratifikasi sosial yang terdapat pada 
setiap masyarakat.11 Tujuan penelitian tidak lain hanya untuk mengidentifikasi 
fakta, yang mungkin ada manfaatnya dalam pelaksaan penegaakan hukum yang 
saat ini banyak dipersoalkan dalam masyarakat. 
Seperti halnya dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk melakukan 
penelitian berkenaan dengan pelaksanaan persepsi batas usia kawin masyarakat 
Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Yang dalam 
pandangan penulis terdapat beberapa gejala sosial yang terjadi sehingga 
masyrakat setempat tidak menerapkan batas usia kawin sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang dengan menggunakan pisau analisis teori 
sosiologi Max Weber yaitu Tindakan Sosial. Jadi yang akan penulis analisis 
                                                 
10 Elly M. Setiawan, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, adeisi ketiga, 
(Jakarta: Prenadamediagrup, 2012), 67. 
11 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cet- 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 58. 



































berkenan dengan data yang penulis dapatkan ialah lebih kepada motive dari 
tindakan pelaku yang melakukan perkawinan di bawah usia yang akan 
dimasukkan dalam empat tipe tindakan sosial anata lain: Tindakan Rasional 
Instrumentral, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afeksi, dan Tindakan 
Tradisional. 
Adapun dalam analisa penulis mengenai pelaksanaan persepsi batas usia 
kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa 
Tengah terdapat sebgaian dari masyarakat yang yang melakukan pernikahan di 
bawah umur (dini) dengan berbagai alasan, pengaruh atau faktor penyebab dan 
latar belakang melakukan pernikahan dini. Terkait dengan teori dalam 
pelaksanaan persepsi batas usia kawin termasuk dalam kategori teori tindakan 
sosial bagian tindakan rasional instrumental. Sepertinya halnya menegenai 
pertimbang hakim dalam mengabulkan disepensasi pernikahan. Hakim cenderung 
memilih mengabulkan permohonan tersebut. Karena di dalam mengabulkan 
permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangan hal-hal yang 
mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. 
Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin perkwinan usia dibawah umur yang 
melalui dispensasi perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak 
permohonan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kemaslahatan. 
Seperti halnya desakan dari orang tua yang beralasan guna menghindari 
pergaulan bebas maupun perzinaan juga terutama apabila perkawinan para wanita 
hamil diluar nikah. Pengabulan permohonan dispensasi perkawinan tersebut 
hanya untuk melindungi hak dari wanita yang telah hamil diluar nikah, dengan 



































adanya kemaslahatan. Di sini dapat kita lihat sebagaimana penjelasan dalam 
tindakan rasional instrumental yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan 
pertimbangan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan yang 
sadar yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Karena dalam pertimbangan 
hakim disini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang 
sadar guna untuk kemaslahatan terlebih adanya faktor desakan dari orang tua 
dengan alasan untuk mengindari perzinaan. Apalagi pada kasus yang terjadi 
seperti pernikahan wanita hamil. Jelas pertimbangn ini hanya dilakukan dengan 
keasadarn dan pertimbangan untuk mencapai tujuan kemaslahatan guna 
melindungi dari pihak wanita yang hamil untuk mendapatkan haknya. Begitu juga 
dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tua dengan memanipulasi data (usia 
perkawinan), karena dalam pengalaman hidup orang tua tersebut sebagian 
masyarakat yang mana jika menikahkan anaknya orang tua telah terlepas dari 
tanggungan biaya hidup anakanya. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan 
terlepasnya tanggung jawab orang tua, mereka tealh mengombinasukan antara 
anak dan pernikahan dengan cara memanipulasi umur calon mempelai. 
Berbeda dengan tindakan masyarakat yang lain, bahwa tindakan tersebut 
lebih kepada tindakan tradisional. Dimana dalam tindakan tersebut dalam 
keterangannya adalah saya melakukan ini karena dari dulu keluarga saya 
melakukan ini. Seperti halnya faktor pemahaman tentang Agama yang masih 
didominasi pemahan fiqh klasik ala pesantren yang di ketahui hanya cakap umur 
baligh yang kemudian didukung dengan perjodohan yang ingin melanggengkan 
hubungan (tradisi). 



































Selain dari hal di atas tersebut, dalam penelitian ini penulis mendapatkan 
beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Terbagi menjadi 
dua faktor antara lain: faktor internal yaitu faktor orang tua, faktor kemauan 
sendiri, faktor kecelakaan (Married by accident) dan faktor eksternal yaitu faktor 
pemahaman terhadap Agama, faktor ekonomi, faktor tradisi keluarga, faktor 
kebiasan dan adat istiadat setempat. Yang dalam analisa penulis yang mana akan 
tinjau dari teori tindakan sosial, namun dalam analisis yang akan dipaparka 
dibawh ini yang perlu dikerahui bahwa dalam suatu tindakan atau faktor penyebab 
perkawinan dini satu tindakan juga dapat dikateorikan atau dimasukkan dalam dua 
atau tiga tipe tindakan sosial. Betikut penjelasan dalam analisisnya: 
1. Tindakan Rasional Instrumental 
Adapun yang termasuk dalam kategori teori tindakan rasional instrumental 
dari faktor internal maupun eksternal adalah faktor orang tua, faktor kemauan 
sendiri yang pertama dan faktor ekonomi. Karena dalam tindakan rasinoal 
instrumental nilai adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 
dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat 
yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Sebagaimana dalam keterangan 
orang tua tersebut pertimbangan melakukan pernikahan dibawah usia adalah 
khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negative. 
Dan juga ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara 
menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya dengan alasan agar 
harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh 



































keluarga.12 Meskipun dalam keterangan di atas tersebut demi untuk 
menyalamatkan dari pergaulan bebas (perzinaan), namun dalam tanda kutip 
disana pertimbangan orang tua lebih kepada untuk meraih harta, dan guna 
untuk mencapai tujuan dengan cara menjodohkan anaknya dan menikahkan 
yang masih terbilang belum mencapai usia yang telah ditentukan Undang-
undang.  
Begitu juga dengan faktor ekonomi dan faktor kemauan sendiri yang 
pertama. Yang mana dari tindakan tersebut dapat dipandang sebagai tindakan 
rasional instrumental karena mempertimbangkan antara tujuan yang ingin 
dicapai (untuk mengangkat ekonomi orang tua) dan alat yang digunakan untuk 
mencapai tujuan tersebut (adalah dengan menikahkan anaknya yang masih di 
bawah usia). Serta dalam analisa kemauan sediri adalah mempertimbangkan 
antara tujuan yang ingin dicapai (dapat segera menikahi perempuan tersebut 
meskipun belum cukup usia sebagaimana yang di tentuakan dalam Undang-
undang) dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah (dengan cara 
membantu biaya sekolah perempuan tersebut), dalam hal ini juga terdapat 
faktor desakan dari orang tua. Karena kesulitan ekonomi menjadi salah satu 
faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami 
kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk 
melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi 
kesulitan ekonomi keluarga. 
                                                 
12 Kodri, Wawancara, orang tua pelaku perkawinan dini, 7 juni 2019. 



































Menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, Biasanya 
ini terjadi ketika keluarga si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal 
ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa 
mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang, 
sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, 
masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak 
mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah 
sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan 
sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun 
dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Bagi 
orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya 
mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orangorang yang 
tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak 
mudah. Maka dari itu tindakan ini dilakuka karena menurut keterangan dari 
hasil wawancara bahwa tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, 
dan inilah cara terbaik untuk mencapainya, tutur mereka dalam wawancara. 
2. Tindakan Rasional Nilai 
Adapun yang termasuk dalam tindakan rasinal nilai adalah terjdainya 
perkawinan dibawah usia yang disebabkan oleh faktor pemahaman Agama, 
faktor kemauan sendiri yang keduan, dan faktor kecelakaan (Marrieda by 
accident).  Tindakan ini dalakukan karena dari perkwinan dibawah usia yang 
dilakukan, mereka mengatakan yang saya tahu saya hanya melakukan ini, dan 
itu dibenarkan dalam agama. Sebagaimana penjelasan dalam bab (III), bahwa 



































dari kemauan sendiri maupun pemahaman terhadap agama mereka yakin jika 
segera melakukan pernikahan (meskipun yang perempuan masih belum cukup 
umur) kaarena menurut agama hanya baligh yang menjadi ukurannya, dan 
hidupnya akan semakin berkah di Ridloi Allah SWT dan untuk masalah 
ekonomi mereka percaya bahwa jika melakukan pernikahan Allah akan 
memberikan jalan untuk itu. Seperti yang telah di jelaskan dalam al-Qur’an: 
“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-
laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan 
kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) 
lagi Maha mengetahui”. (Qs. An-Nur ayat 32).13  
Selain itu juga gejolak dari diri yang tidak dapat ditahan lagi, mereka 
perpedoman pada hadis Rasul yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim), 
“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaknya menikah, 
sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga 
kehormatan, jika belum mampu harap berpuasa, karena berpuasa akan 
menjadi perisai baginya”.14 
Tindakan di atas tersebut dikatakan sebagai tindakan rasional nilai karena 
menikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, apalagi sudah mencapai 
tahap atau hukum wajib. Dan dengan melakukan pernikahan tersebut mereka 
berkeyakinan untuk dapat menjadi hamba yang baik yang di Ridloi Allah SWT 
                                                 
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 559. 
14 Al-Hamdani, Risala Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 4. 



































dan meraih surge diakhirat kelak merupakan tujuan yang berorientasi kepada 
nilai absolut dan nilai akhir. 
Begitu juga dengan menikah karena kecelakaan, karena yang masyarakat 
tahu jika terjadi hal seperti itu adalah untuk segera menikahkan wanita tersebut 
meskipun dengan laki-laki yang tidak mengamilinya. Juga karena 
dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan mengulangi perbuataanya 
(zina) dan disini merupakan tanggung jawab orang tua maupun tokoh agama 
yang telah diberikan wewenang untuk menikahkan. 
3. Tindakan Afektif 
Tindakan afektif (affectual action) merupakan tindakan yang didominasi 
perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. 
Misalnya tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut gembira sering 
terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis. Seperti 
halnya perkawinan yang dilakuka atas kemauan dari diri sendiri. Ketika dua 
anak manusia berlainan jenis sedang dilanda badai asmara, misalnya, yang 
menyebabkan mereka mengalami “mabuk cinta”, tidak jarang dari mereka 
melakukan suatu tindakan yang todak rasional dan logis. Seolah-olah apa yang 
meraka lakukan adalah benar. Seperti melakukan pernikahan dibawah umur 
dan melakukan hubungan intim layaknya suami dan istri yang berakibat pada 







































4. Tindakan Tradisional 
Dalam tindakan ini seseorang melakukan tindakan karena kebiasaan atau 
tradisi. Sebagaimana keterangan dari data yang tertra di bab (III), bahwa 
pernikahan dibawah usia dilakukan karena faktor tradisi keluarga dan 
kebiasaan atau tradisi masyarakat. Tindakan ini dilakukan tanpa refleksi yang 
sadar dan perencanaan. Apabila ditanyakan kenapa hal tersebut dilakukan? 
Jawabnya adalah yang mereka tau saya melakukan ini karena keluarga saya 
dan masyarakat melakukan ini sejak dulu. Oleh karena itu, tradisi ini harus 
dilanjutkan demi melanggengkan dan memper-erat ikatan kekeluargaan. 
 
Kemudian selain itu, setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap 
sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan 
dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Sebagaimana 
dalam fenomena perkawinan di bawah usia.  
Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 
kontra keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulallah 
Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah 
atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Akan 
tetapi, dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat telah 
mengilangkan makna atau esensi dari perkawinan tersebut, seperti perkawinan 
dibawah usia. 



































Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah usia dalam 
masuyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan sebagaimana pengamatan dan hasil 
penelitian penulis adalah sebagai berikut: 
1. Dampak Positif 
Sebagaimana keterangan dari para orang tua maupun pelaku dari 
perkaiwanina dibawah usia, dalam penjelasannya bahwa perkawinan yang 
didasari oleh agama untuk mendapatkan Ridlo Allah karena ditakutkan 
jika tidak segera menikah akan berdampak kepada hal yang tidak 
diingankan memang membawa dampak positif bagi orang tua maupun 
pelakunya. Jelasnya dengan dilakukannya perkawinan tersebut orang tua 
merasa lebih tenang karena dari perkawinan tersebut sudah tidak 
dikhawatitrkan lagi akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan yang 
dapat mempermalukan orang tua maupun tokoh agama setempat. Dalam 
tanda kutip bahwa disini mereka (orang tua) bertanggung jawab dari 
perkawinan tersebut (dalam pengawasan orang tua). Meskipun belum 
disahkan secara Undang-undang, lebih lanjut keterangan mereka 
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut bahwa setelah dari 
pengantin memenuhi batas usia perkawinan mereka akan segera melapor 
atu mencatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Serta dari 
perkawinan tersebut dapat merubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi, 
juga lebih bertanggung jawab, karena untuk dapat hidup berumah tangga 
tidaklah mudah. Tanggung jawab yang berat berada dipundaknya, tutur 



































dari pelaku perkawian dibawah usia yang dilator belakangi oleh kemauan 
sendiri karena Agama. 
 Sedangkan dalam keterangan lain, dampak positif bagi pelaku adalah 
dapat terangkat ekonominya, dapat hidup lebih baik lagi dengan apa yang 
mereka dapatkan dari perkawinan tersebut (cukup secara materi) terleih 
pada kehidupan anak mereka (pelaku perkawinan dini). 
Selain itu, juga dapat melanggengkan ikatan kekeluargaan dan juga dapat 
menjalankan apa yang nenek moyang mereka lakukan (kebiasaan atau adat 
istiadat).15 
2. Dampak Negatif 
a. Pendidikan anak terputus 
b. Pernikahan dini lebih cenderung akan sulit mewujudkan tujuan dari 
perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakina mawadah 
wa rahamah. Karena dalam beberapa kasus perkawianan dibawah usai 
yang dilator belakangi oleh perjodohan dari orang tua berkaibat pada 
terputusnya perkawinan tersebut. 
c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang 
Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut 
memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan 
lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat 
berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan 
merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. 
                                                 
15 Keterangan dari pelaku pernikahan di abwah usia, Wawawncara, Karas 10 juni 2019. 



































Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, 
karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih 
remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya 
yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami 
maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka malah justmen yaitu 
penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi 
dengan lingkungan sosialnya dengan baik.16 
d. Psikologis anak 
Ibu yang mengandung diusia dini akan mengalami trauma 
berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya 
diri. 
e. Anak yang dilahirkan 
Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi 
persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat 
badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia 
karena defisiensi nutrisi, sertaberisiko melahirkan bayi dengan berat 
lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu 
berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko 
mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini 
berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, 
gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini. 
                                                 
16 Hasil dari pengamatan dan penelitian penulis, Karas 10 Juni 2019. 



































f. Kesehatan reproduksi 
Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko 
komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia 
yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan 
kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun 
berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin 
dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini 
meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini 
disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan 
panggul juga belum siap untuk melahirkan. 
g. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. 
Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang 
wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk 
sangat cepat.17 
Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada 
damapak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah setempat 
dalam menekan angka pernikahan dini. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber 
Daya Manusia karena terputusnya mereka untuk memeroleh pendidikan. Selain 
itu juga perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perkawinan No. 
1 tahun 1974 serta memberikan pengertian atau arahan terhadap esesni 
perkawinan. Bahwa perkawina tidak hanya sebatas kepada hubungan intim yang 
mana sebelum dilaksanakan perkawinan dilarang kemudian setelah melakukan 
                                                 
17 Eddy Fadlyana, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, vol. 11, no. 2 
(Agustus 2009), h. 189. Saripediatri.idar.or.id.>pdfile. (Diakses 10 Juni 2019). 



































perkwinan diperbolehkan. Akan tetapi lebih kepada dampak dari perkawinan 
tersebut. Karena setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat ataupun 
pengaruhnya.  Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya 
dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya terjadinya perceraian, pernikahan hanya 
dijadikan asset untuk mengais keuntungan dengan mengorbankan anak yang dapat 
berdampak pada perceraaian karena kurangnya keseimbangan antara suami dan 
istri. 
Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa teori tidak 
lahir dalam keadaan atau ruang hampa sosial. Sebaliknya teori muncul sebagai 
reaksi terhadap dinamik dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.  
Demikian pula dengan teori sosiologi, ia lahir dari dinamika dan perkembangan 
radikal dan revolusioner dalam masyarakat. Para peletak dasar teori sosilogi 
sedang mengalami berbagai dinamika dan perkembangan msyarakat yang radikal 
dan revolusioner, tatkala mereka menulis berbagai pemikiran teoritis tentang 
realitas sosial yang sedang mengalami tranformasi tersebut. Demikian juga dalam 
penetapan hukum, yang mana dalam penetapannya tidak dapat terlepas dari 
tekstual, akan tetapi disisi dalam penetapan hukum juga tidak bisa terlepas dengan 
kontekstualnya (fatwa akan berubah dengan berubahnya masa dan keadaan) atau 
dalam bahasa hukumnya dikenal dengan (tahapan hukum) “tadriju al-hukmi”.  
Selain itu, hal ini juga menunjukakan bahwa penanaman konsep 
pembaruan hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah, diperlukan waktu dan usaha 
terus menerus. Maksudnya, pendekatan konsep mashlahah mursalah dalam 
formulasi Hukum Perdata Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat 



































sebagai subjek hukum dapat diterima dan menjalankan dengan suka rela. Oleh 
karena itu, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengitrodusir pembaruan 
hukum Islam, mutlak diperlukan. 







































1. Terdapat dua persepsi masyarakat setempat mengenai batas usia kawin dalam. 
Antara lain: Pertama, pendapat yang mengambil jalan tengah mengenai 
penerapan batas usia kawin. bahwa masalah tentang batas usia kawin 
penentuannya dalam Undang-undang Perkawianan maupun dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah besifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran 
fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Lebih lanjut dalam pandangan beliau 
mengenai batas usia kawin secara metodologis, langkah penentuan usai kawin 
didasarkan kepada metode mashsalahat mursalah. Namun demikian karena 
sifatnya ijtihadiyah, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak 
bersifat kaku. Meskipun terdapat ketidak konsistennya Undang-undang 
mengenai batas usia kawin, akan tetapi dalam menyikapi peoblematika seperti 
ini tidaklah mudah, di satu sisi kita harus taat pada peraturan Undang-undang 
sebagai mana perintah menaati ulil amri, di sisi lain sebagai tokoh agama 
dalam masyarakat kita harus bijaksana dalam menangani kasus seperti demi 
kemaslahatan masyarakat di era zaman seperti sekarang ini. Kedua, yaitu 
pendapat yang lebih cenderung kepada pemahan kitab fikih klasik.  Untuk 
melangsungkan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang 
sudah ditentukan sesuai dengan hukum syara’ guna untuk mencapai 
kemaslahatan. Karena dalam penetapan batas usia kawin agama tidak secara 
tegas menentukan batas usia kawin dalam kaitannya dengan umur calon 



































mempelai, kapan dan umur berapakah calon mempelai dapat melangsungkan 
perkawinan. Hanya saja para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak harus 
terpenuhi adalah adanya sifat ‘aqil dan baligh pada kedua calon mempelai. 
Sebab seseorang yang telah ‘aqil dan baligh berarti telah menajdi ahliyyah al-
ada>’ yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syari’at seperti 
muamalah dan transaksi, dalam hal ini juga memasukan dalam segi 
perkawinan. 
2. Dalam problematika yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan 
persepsi batas usia kawin masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat telah melaksanakan 
perkawinan sesuai dengan batas usia kawin yang telah ditetapkan dalam 
Undang-undang tersebut. Akan tetapi, masih terdapat dari sebagian masyarakat 
yang melakukan pernikahan di bawah umur sesuai dengan persepsi masyarakat 
(hanya sebatas pada hukum agama/fikih klasik) yang kemudian dalam 
implementsinya dengan memanipulasi data serta dengan alasan mudah 
mendapatkan izin dari pengadilan, serta dengan berabagai alasan faktor 
penyebab dan latar belakang melakukan pernikahan dini. Adapun faktor 
tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. 
Faktor Internal antara lain: faktor orang tua, kemauan sendiri, dan faktor 
kecelakaan (married by accident). Sedangkan faktor eksternal antara lain: 
faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor tradisi keluarga, dan 
kebiasan atau adat istiadat msyarakat. 



































3. Dalam sosiologis dengan menggunakan teori tindakan sosisal yaitu suatu 
tidakan individu yang memiliki arti atau makna (meaning) subjektif bagi 
dirinya dan dikaitkan dengan orang lain (motiv dari tindakan tersebut) yang 
terbagi menjadi empat tindakan antara lain: Tindakan Rasional Instrumental, 
Tindakan Rasonal Nilai, Tindakan Afektif, dan Tindakan Tradisional. Dalam 
penerapan batas usia kawin dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 
1974 bagi perkawinan yang belum sesuai dengan batas usia kawin yang sudah 
ditentukan dengan faktor orang tua, faktor kemanuan sendiri yang pertama dan 
faktor ekonomi termasuk dalam Tindakan Rasional Instrumental. Sebab dapat 
dismpulkan dari tindakan tersebut adalah tindakan tersebut paling efisien untuk 
mencapai tujuan, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya. Kemudian yang 
termasuk dalam Tindakan Rasional Nilai adalah perkawinan dibawah usia 
dengan faktor pemahaman agama, faktor kemauan sendiri yang kedua dan 
faktor kecelakaan (Marrieda by accident).  Tindakan ini dalakukan karena dari 
perkwinan dibawah usia yang dilakukan, mereka mengatakan yang saya tahu 
saya hanya melakukan ini, dan itu dibenarkan dalam agama. Tindakan di atas 
tersebut dikatakan sebagai tindakan rasional nilai karena menikah adalah 
sesuatu yang dianjurkan oleh agama, apalagi sudah mencapai tahap atau 
hukum wajib. Dan dengan melakukan pernikahan tersebut mereka 
berkeyakinan untuk dapat menjadi hamba yang baik yang di Ridloi Allah SWT 
dan meraih surge diakhirat kelak merupakan tujuan yang berorientasi kepada 
nilai absolut dan nilai akhir. Adapun yang termasuk dalam Tindakan Afektif 
seperti halnya perkawinan yang dilakuka atas kemauan dari diri sendiri. Karena 



































tindakan ini merupakan tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa 
refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Misalnya tindakan yang 
dilakukan karena cinta, marah, takut gembira sering terjadi tanpa diikuti 
dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis. Sedangkan yang terakhir 
adalah yang termasuk tindakan Tradisional adalah perkawinan dibawah usia 
yang disebabkan oleh faktor tradisi keluaga dan kebiasaan atau adat istiadat 
masyarakat. Karena yang mereka tau adalah nenek moyang mereka atau 
keluarga mereka melakukan sejak zaman dulu. 
 
B. Saran 
1. Dengan pertimbangan secara normative dan kasuistik, penulis sependapat 
dengan para ulama yang memperbolehkan perkawinan di bawah usia dalam 
konsteks kondisi masyarakat di zaman dulu. Akan tetapi penulis tidak 
sependapat jika hal tersebut diterapkan dalam masa sekarang ini, di mana masa 
telah berubah, tidak dapat disamakan dengan kondisi masa yang dulu. Teori 
tidak lahir dalam keadaan atau ruang hampa sosial. Sebaliknya teori muncul 
sebagai reaksi terhadap dinamik dan perkembangan yang terjadi dalam 
masyarakat. Demikian juga dalam penentuan hukum kita tidak dapat terlepas 
tekstual, akan tetapi dalam penetapan hukum kita juga tidak bisa terlepas 
dengan kontekstualnya (fatwa akan berubah dengan berubahnya masa dan 
keadaan) atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan (tahapan hukum) 
“tadriju al-hukm”. Karena jika perkawinan usia dini di masa dulu itu penting 
dan tidak membahayakan, tetapi jika diterapkan di masa sekarang ini akan 



































menyebabkan mdharat yang lebih besar. Meskipun di sisi lain juga guna untuk 
menghindari madharat, yang mana esensi dan tujuan dari perkawinan tersebut 
tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya (secara kasuistik). 
2. Perlu adanya komitmen dari pemerintah setempat dalam menekan angka 
pernikahan dini. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia 
karena terputusnya mereka untuk memeroleh pendidikan. Selain itu juga perlu 
adanya penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 
1974 serta memberikan pengertian atau arahan terhadap esesni perkawinan. 
Bahwa perkawina tidak hanya sebatas kepada hubungan intim yang mana 
sebelum dilaksanakan perkawinan dilarang kemudian setelah melakukan 
perkwinan diperbolehkan. Akan tetapi lebih kepada dampak dari perkawinan 
tersebut. Karena setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat ataupun 
pengaruhnya.  Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada 
umumnya dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya terjadinya perceraian, 
pernikahan hanya dijadikan asset untuk mengais keuntungan dengan 
mengorbankan anak yang dapat berdampak pada perceraaian karena kurangnya 
keseimbangan antara suami dan istri. 
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